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Tesis berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam 
Perspektif Shu>ra> (Implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015)” merupakan 
hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; 
Pertama, implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 berkenaan dengan 
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Kedua, relevansi demokrasi dan 
shu>ra> dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. 
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 8 
Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah telah berpotensi merampas hak-hak 
warga. Hak tersebut adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk 
memperoleh pembangunan berkelanjutan, serta hak untuk menyatakan aspirasi. 
Potensi pelanggaran terhadap hak ini terjadi lantaran dalam tahapan pemilihan 
kepala daerah yang dilakukan secara serentak, berpotensi terjadi penundaan 
hingga beberapa tahun berikutnya lantaran ketiadaan pasangan calon lain selain 
hanya satu pasang calon saja.  
Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 telah memerintahkan untuk tetap 
melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh sepasang calon 
saja. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses 
pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal 
ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan 
bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana 
diamanatkan dalam konstitusi. Demikian pula yang terjadi dalam konsep 
ketatenegaraan Islam. Ketiadaan tafsir tunggal atas shu>ra, serta perbedaan 
praktik pergantian pemimpin di awal periode Islam menjadi bukti bahwa seperti 
halnya konsep demokrasi, shu>ra> tidak hanya terpaku dalam suatu bentuk yang 
stagnan, ia bersifat dinamis dan fleksibel seiring dengan perkembangan hidup 
manusia.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 lebih 
tepatnya amandemen kedua telah membawa perubahan signifikan terhadap 
pola, bentuk serta cakupan tentang pemerintah daerah yang termasuk di 
dalamnya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 
kedua menyatakan: ‚gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai 
kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis‛. 
Imbuhan kata ‚demokratis‛ dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI di atas 
telah membawa angin segar perubahan terhadap bentuk rekrutmen dan 
suksesi kekuasaan di tingkat daerah setelah sebelumnya kepala daerah hanya 
diisi oleh ‚orang-orang‛ dan kepanjangan tangan dari penguasa di 
pemerintahan pusat.   
Ada dua penafsiran terhadap kata ‚demokratis‛ pada pasal di atas yang 
keduanya sejalan dengan prinsip demokratis. Dalam sebuah sidang di 
Mahkamah Konstitusi tahun 2004, DPR dengan diwakili oleh Patrialis Akbar 
dan Lukman Hakim Saifuddin selaku pembuat dan bagian dari inisiator 
lahirnya amandemen kedua UUD 1945 mengatakan;  
































Lahirnya kata demokratis yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI 
tahun 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-
tidaknya dikarenakan adanya dua pendapat yang berbeda mengenai cara 
pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala 
daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa 
yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden sementara pendapat 
yang lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung.
1
 
Sejalan dengan hal di atas, Taufiqurrahman Syahuri juga memberikan 
alasan bahwa rumusan ‚dipilih secara demokratis‛ dalam UUD RI 1945 tidak 
selalu dapat diartikan bahwa kepala daerah harus dipilih secara langsung. Ia 
menganggap bahwa rumusan tersebut juga mempertimbangkan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
2
 
Pro kontra dan beda tafsir dalam memahami rumusan ‚demokratis‛ di 
atas ternyata tidak pernah terbukti dan terwujud dalam praktiknya. Sejak 
amandemen kedua UUD 1945 yang memunculkan rumusan di atas hingga 
tulisan ini dibuat, pelaksanaan pemilihan kepala daerah selalu dilakukan 
secara langsung. Kenyataan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan 
masyarakat banyak yang lebih menghendaki proses pemilihan kepala daerah 
secara langsung dibanding proses pemilihan yang hanya dilakukan oleh 
wakil-wakil mereka di DPRD. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 2015. 
Hal menarik yang menjadi pembeda dengan undang-undang sebelumnya 
adalah bahwa undang-undang ini mengamanatkan untuk dilaksanakannya 
                                                             
1
 Putusan Mahkamah Konsitusi No. 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU Pemerintahan Daerah 
terhadap UUD 1945, 61. 
2
 Taufiqurrahman Syahuri, Anatomi Putusan MKRI tentang pilkada, Makalah, Seminar putusan 
mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kerjasama 
Puslitka MK, hans Seidel Foundation, dan PS-HTN-FH-UI, Jakarta, 28 Maret 2005, 5. 
































pemilihan kepala daerah secara serentak. Suatu model pemilihan kepala 
daerah pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Bukan hanya itu, 
menjelang pelaksanaannya tanggal 09 Desember 2015 lalu, Mahkamah 
Konstitusi untuk kesekian kalinya memberikan sebuah putusan yang tidak 
pernah dipraktekkan sebelumnya. Lembaga penguji konstitusionalitas 
undang-undang ini mengeluarkan putusan No. 100/PUU-XIII-2015 yang inti 
dari amar putusannya adalah mengakomodir dan membolehkan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah meski dengan hanya diikuti satu pasang calon.  
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa praktik pemilihan 
langsung dengan calon tunggal merupakan praktik pertama kali semenjak 
dianutnya sistem pemilihan langsung. Sejak amandemen pertama Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai sebelum saat 
ini, proses pemilihan umum baik dalam pemilihan presiden dan wakil 
presiden atau pemilihan kepala daerah selalu diikuti oleh minimal dua pasang 
calon. Ini tentunya mensyaratkan adanya kontestasi di antara calon dan 
peserta pemilihan yang harus saling berlomba mendapatkan suara pemilih. Di 
pihak lainnya, pemilih pun praktis akan mendapatkan kesempatan memilih 
yang konkret, realistis dan bertanggung jawab, antara memilih pasangan 
calon A, calon B atau seterusnya sesuai banyaknya pasangan calon dalam 
pemilihan tersebut.  
































Berdirinya suatu negara dalam persepektif Islam mengharuskan adanya 
balance (al-tawa>zun) untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.3 S}ufi 
Husein Abu T}alib menyatakan bahwa Islam adalah di>n wa dawlah dalam arti 
Islam diturunkan tidak hanya terfokus kepada kehidupan ukhrawi. Tetapi 
juga mengatur tata cara kehidupan di dunia yang di dalamnya termasuk 
urusan pemerintahan.
4
 Pendapat yang sama dikemukakan oleh Fahmi 




Hubungan antara Islam, politik dan kenegaraan telah ditunjukkan dalam 
keterlibatan nyata umat Islam dalam urusan-urusan negara, bukan sekedar 
penjelmaan realitas sejarah tapi juga wilayah agama.
6
 Menurut Bernard 
Lewis, Islam terkait dengan kekuasan sejak kedatangannya, dari masa-masa 
formatifnya di zaman Nabi Muhammad Saw. dan para khalifah sesudah Nabi 
Muhammad Saw. wafat. Hubungan agama dan kekuasaan umat (community) 
dapat dilihat dalam al-Qur’an yang merupakan sandaran bagi keyakinan umat 
Islam. Ini bisa berarti bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan.
7
 
                                                             
3 Muh}ammad ‘Ima>rah, al-Isla>m Wa al-Siya>sah, (Mesir: Da>r at-Tawzi>’ Wa al-Nas}r al-Isla>miyyah, 
1993), 24. 
4 S}ufi Husein Abu> T}a>lib, Tat}bi>q al-Sharî’ah Fî al-Bila>d al-‘Arabiyyah, (Mesir: Da>r al-Nahd}ah al-
’Arabiyah, 1995), 29. 
5 Istilah negara (dawlah) tidak disinggung secara eksplisit dalam al-Quran dan Sunnah. Secara 
implisit, terdapat unsur esensial menjadi pedoman negara. Seperti ayat menerangkan keadilan, 
persaudaraan, ketaatan dan lainnya terdapat pada sumber tasyri’. Lihat Khalid Ibrahim Jindan,  
Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taymiyah tentang Pemerintahan Islam, terj: Masrohin, 
(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56. 
6 Fahmi Huwaydi>, al-Qur’a>n Wa al-Sult}a>n, Humu>m Isla>miyyah Mu’as}irah, (Kairo: Da>r al-
Shuru>q, 1991), 131. 
7 Bernard Lewis, The Return of Islam dalam Michael Curtis (ed.), Religion and Politics in Middle 
East, (Boulder: t.p., 1981), 12. 
































Piagam Madinah yang monumental dapat dijadikan sebagai landasan 
undang-undang politik negara Islam. Secara garis besar, ada lima prinsip 
dasar yang paling ditekankan oleh Rasulullah Saw. dalam kehidupan 
berpolitik di negara Islam Madinah. Yaitu, musyawarah, keadilan, kebebasan, 
persamaan dan prinsip mentaati penguasa. Konsep dasar politik tersebut telah 
diterapkan Rasulullah Saw. secara efektif dan para sahabat di Madinah.
8
 
Aplikasi konsep ini masih butuh perincian dan diserahkan sepenuhnya kepada 
masyarakat muslim yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
pada masanya. Inilah letak kelebihan ajaran Islam yang fleksibel.
9
 Hal ini 
pulalah yang menimbulkan pandangan bahwa agama, seperti dinyatakan 




Sistem pemerintahan Islam dalam literatur klasik berlandaskan kepada  
shura> dan ijma’. Dalam arti, pengambilan keputusan dilakukan melalui 
konsultasi dan konsensus. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus 
ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan. Memperoleh 
kekuasaan tanpa melalui proses pemilihan seperti kudeta (ima>rah al-istila>`’  
atau penggulingan pemerintahan) dan pewarisan tahta kerajaan secara turun 
temurun merupakan tindakan yang tidak relevan dengan hukum Islam. 
                                                             
8 Muh}ammad Sa>lim al-‘Awwa>,  F>i> al-Niz}a>m al-Siya>si> Li al-Dawlah al-Isla>miyyah, (Kairo: Da>r 
al-Shuru>q, 1989), 179-200. Lihat juga Muhammad Sa’id Ramad}an al-Bu>t}i>, Fîqh al-Sîrah,  (Beirut: 
Dâ>r al-Fikr, 1991), 159-160. 
9
 Fazlur Rahman, Islam, New York, Chicago, (San Fransisco: Holt, Reinhart, Winston, 1996), 
241. 
10 Robert N. Bellah, Islamic Tradition and The Problems of Modernization, dalam Beyond 
Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World, (Barkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 1991). Lihat juga Leonard Binder, Islamic Liberalism, A Critique of 
Development Ideolegies, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1988), 4. 
































Kepala negara (khalifah, imam, presiden), legislator atau anggota badan 
musyawarah (ahl al-shu>ra>) dan sosok yang memiliki integritas dan 
kredibilitas untuk menyelesaikan permasalahan (ahl al-h}all wa al-‘aqd) harus 
dipilih sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Islam seperti ilmu 
pengetahuan, kompetensi, kejujuran, etika sosial, etika pribadi.
11
 
Ada beberapa hal yang  sangat  prinsipil dalam kontek shu>ra> sehingga hal 
tersebut akan membangun pemerintahan yang sangat ideal menurut konsep 
Islam, baik di masa khulafa>’ al-rashidi>n maupun masa setelahnya.  
Beberapa konsep tersebut adalah :  
1. Kewajiban imam (pemimpin) adalah menjalankan urusan (hukum 
terhadap umat dan negara) sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan 
Allah dan menyampaikan amanat. Apabila ia menjalankan hukum 
tersebut, maka kewajiban rakyat untuk mentaatinya. 
2. Mengangkat atau memilih seorang pemimpin sesuai syarat-syarat yang 
sudah di tentukan oleh shariat Islam  
3. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat dalam menjalankan 
hukum ketiga konsep tersebut merupakan bagian dari sekian landasan 
ideal dalam membangun pemerintahan yang ideal sesuai konsep sistem 
shu>ra> yang pernah diterapkan oleh para khulafa>’ al-rashidi>n.    
Kembali kepada realita penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan 
calon tunggal, adalah hal menarik ketika praktik yang baru pertama kali 
dilaksanakan ini dihadapkan pada suatu lingkaran besar yang dalam ranah 
                                                             
11 Abu> al-H}asan al-Ma>wardi>, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 6-8. 
































Islam -fiqh siyasah- bernama shu>ra>. Hal ini menarik karena pertama, 
pemilihan kepala daerah merupakan amanat dari konstitusi yang 
mengharuskan adanya pemilihan kepala daerah untuk dipilih secara 
demokratis.  
Kedua, jika secara sederhana demokrasi diartikan sebagai ‚dari rakyat, 
oleh rakyat dan untuk rakyat‛ yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk 
pengeluaran aspirasi atau suara rakyat, tentu akan terlihat timpang manakala 
rakyat sebagai pemilik suara harus dihadapkan pada memilih sebuah pilihan 
yang tidak ada lawannya, atau hanya sekedar menyuarakan setuju dan tidak 
setuju terhadap satu pasang calon.  
Ketiga, keberadaan calon tunggal merupakan mata rantai dampak dari 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ketika beberapa 
daerah yang mestinya dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 
harus tertunda karena ketiadaan pasangan calon lain, maka bisa dipastikan 
bahwa rakyat pada daerah tersebut akan mengalami kerugian, diskriminasi 
dan penghilangan terhadap hak yang harusnya mereka dapatkan baik 
langsung ataupun tidak langsung. Dalam skala yang lebih luas, tentunya 
kerugian yang meski hanya terjadi di beberapa daerah ini akan menimbulkan 
dampak negatif yang berskala nasional disebabkan bahwa Indonesia adalah 
negara kesatuan yang roda pembangunan nasionalnya bertumpu pada 
pembangunan di daerah-daerah.  
Keempat, konsepsi Islam berkenaan dengan politik dan peyelenggaraan 
pemerintahan meniscayakan adanya beberapa prinsip penting yang di 
































antaranya adalah shu>ra>. Maka akan menarik untuk dikaji lebih dalam 
berkaitan dengan proses pemilihan secara langsung dan lebih spesifiknya 
pemilihan langsung dengan calon tunggal dalam bingkai shu>ra> tersebut.  
 
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, yang ingin kami kemukakan adalah perihal 
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal secara utuh dan mendetail. 
Tentunya hal di atas tidak akan bisa fokus dan terarah jika dalam hal ini kami 
tidak melakukan pembatasan. Untuk itu, agar kiranya penelitian ini fokus, 
terarah dan mendetail, kami mengupayakan agar hanya terbatas pada 
implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 sebagai dasar hukum 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal serta 
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam perspektif shu>ra>.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah di atas, 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apa implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 berkenaan 
dengan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal? 
2. Bagaimanakah relevansi demokrasi dan shu>ra> dalam pemilihan kepala 
daerah dengan calon tunggal? 
 
 
































D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk; 
1. Mengetahui dan memahami akibat dan implikasi yuridis dari Putusan 
MK No. 100/PUU-XIII-2015 atas penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah dengan calon tunggal 
2. Mengetahui dan memahami perihal relevansi demokrasi dan shu>ra> dalam 
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal 
 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum tata negara 
dan fiqh siyasah khususnya tentang; 
a. Mekanisme pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 8 
tahun 2015 tentang pilkada berikut ketentuan calon tunggal dalam 
pemilihan kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi 
No.100/PUU-XIII-2015 
b. Relevansi konsep demokrasi dan shu>ra> dalam penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah dengan calon tunggal  
 
2. Kegunaan Praktis 
































Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pengetahuan secara praktis dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah yang meliputi: 
a. Praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal 
pasca putusan MK nomor 100/PUU-XIII-2015.  
b. Relevansi dan kesesuaian pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal 
terhadap konsep demokrasi 
c. Relevansi dan kesesuaian pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal 
terhadap konsep shu>ra> 
 
F. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelusuran yang kami lakukan, setidaknya terdapat beberapa 
penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan baik secara obyek kajian 
ataupun lainnya.  
Pertama, adalah penelitian yang ditulis oleh David Sitompul sebagai 
tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Gadjah 
Mada dengan tema ‚Legitimasi Hukum Dan Politik Calon Pasangan Tunggal 
Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia‛.  
Kedua, penelitian yang ditulis Nurkhalis dari Fakultas Ushuluddin IAIN 
Ar-Raniry Banca Aceh dan dipublikasikan dalam jurnal SUBSTANTIA 
Voume 12, Nomor 1, April 2010. Penelitian ini berjudul ‚Syura dalam 
Pemikiran Nurcholish Madjid‛.  
































Penelitian di atas, mempunyai signifikansi penting dengan penelitian 
kami yang berjudul ‚Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal 
Dalam Perspektif Shu>ra> (Implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015)‛ 
dengan dasar: pertama, kedua penelitian di atas merupakan kajian library 
yang bahan, materi dan hasil penelitian keduanya sangat membantu dalam 
pengayaan materi penelitian kami. Kedua, dalam penelitian pertama, obyek 
kajian adalah legitimasi calon tunggal sebelum adanya aturan jelas mengenai 
hal tersebut. Berbeda dengan penelitian kami yang telah jelas berdasarkan 
putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 dan bahkan telah pula dilangsungkan 
pada tanggal 9 Desember 2015 kemarin. Ketiga, dalam penelitian kedua yang 
hanya mengkaji buah pemikiran Nurcholis Madjid tentang shura> tentu jauh 
berbeda dengan penelitian kami yang kami upayakan menampung beberapa 
pemikiran berikut argumentasi dan alasannya untuk kemudian kami 
kolaborasikan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon 
tunggal.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan undang-undang dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani.
12
 Dalam penelitan ini, undang-
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta; Pustaka Kencana, 2010), 126. 
































undang yang akan dijadikan objek penelitian utama adalah Undang-Undang 
dasar negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 8 tahun 2015 
tentang Pilkada, Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015, serta aturan-aturan 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  
Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan historical 
approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan 
sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.
13
 Pendekatan historis perlu 
kami lakukan untuk melacak setidaknya praktik, sejarah dan dinamika yang 
terjadi seputar demokrasi, shu>ra> dan pemilihan umum.  
Penelitian ini dapat pula kami golongkan sebagai penelitian hukum 
normatif, atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal. Hal ini karena 
konsepsi utama dari penelitian ini adalah hukum sebagai apa yang tertulis 
dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 
dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan 
berperilaku manusia.
14
 Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kepustakaan (Library Research) dimana penulis sebagai peneliti melakukan 
penelitiannya melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 





2. Sumber Bahan Hukum  
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 Ibid., 94. 
14
 Amiruddin dan Zainal Askin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Rajawali Press, 2012), 118.  
15
 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3. 
































Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 
a. Sumber Bahan Hukum primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah; 
1) Tafsi>r al-Manna>r 
2) Tafsi>r Ibn Kathi>r 
3) Tafsi>r al-T}abari> 
4) Fath} al-Ba>ri>; Sharh} S}ah}i>h Bukha>ri> 
5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
6) Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang pilkada  
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII-2015. 
8) Putusan Mahkamah K>onstitusi Nomor 95/PUU-XIII-2015. 
9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 tahun 2015  
10) Serta buku-buku tafsir, sharh hadith dan undang-undang atau peraturan 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 
Di antara bahan yang dijadikan sumber bahan hukum sekunder adalah: 
1. Buku karangan Munawwir Sjadzali yang berjudul Islam dan Tata 
Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.  
2. Buku karangan Muhammad ‘Ima>rah yang berjudul al-Isla>m Wa al-
Siya>sah. 
3. Buku karangan Fad}lulla>h Mahdi> yang berjudul al-Shu>ra> T}abi>’ah al-
H}a>kimiyyah Fi> al-Isla>m. 
































4. Buku karangan Abu> al-H}asan al-Ma>wardi> yang berjudul al-Ahka>m al-
Sult}a>niyyah. 
5. Buku karangan Jimly Ashiddiqie yang berjudul Konstitusi dan 
Konstitualisme.  
6. Serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Agar lebih sistematis terstruktur dengan baik dan benar, penelitian ini 
disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab 
yang perinciannya adalah sebagai berikut: 
Bab kesatu, berisi pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca pada 
latar belakang penelitian ini, identifikasi dan rumusan masalah, metode 
penelitian yang terdiri dari jenis dan bentuk penelitian dan sumber bahan 
hukum, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang digunakan 
dalam penlitian ini.  
Bab kedua, berisi konsep umum teori demokrasi di Indonesia dan konsep 
shu>ra> dalam Islam.  
Bab ketiga, berisi pembahasan perihal implikasi Putusan MK No. 
100/PUU-XIII-2015 tentang pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal 
serta implementasi shu>ra> dan ahl al-h}all wa al-’aqd dalam sistem 
pemerintahan, termasuk juga dalam suksesi kepemimpinan 
Bab keempat, berisi hasil analisis terhadap relevansi demokrasi dan shu>ra> 
dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal  
































Bab kelima adalah penutup, berisi uraian singkat (kesimpulan) dari apa 
yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan 
rekomendasi. 
 


































A. Demokrasi di Indonesia 
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 
pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) 
atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa 
Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos 
(rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada 
pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena
1
. 
Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city-state) Yunani Kuno 
(abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M.) merupakan demokrasi langsung (direct 
democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat 
keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang 
bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani 
dapat diselenggarakan secara efektif, karena berlangsung dalam kondisi yang 
sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitamya) 
serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Lagi 
pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang 
resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Dalam negara 
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 Azyumardi Azra,  Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada 
Media, 2005), 125 

































modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi 
berdasarkan perwakilan (representative democracy)2. 
Demokrasi Konstitusionil abad ke–20 di bawah  Rule of Law mengajukan 
syarat-syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis yaitu perlindungan 
konstitusional, badan kehakiman yang bebas, pemilihan umum yang bebas, 
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan 
kewarganegaraan.  
Di samping itu dianggap bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu 
bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta 
tata masyarakat tertentu yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moril 
sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). 
Henry B. Mayo merumuskan delapan nilai yang mendasari demokrasi itu yaitu
3
:   
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 
(institutionalized peaceful settlement of conflict);  
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat 
yang sedang berubah (peaceful change in changing society);   
3. Menyelenggarakan penggantian pimpinan secara teratur (orderly succession of 
rules);   
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion);   
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity);   
6. Menjamin tegaknya keadilan; 
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 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,  (Jakarta: Gramedia, 1979), 54. 
3
 Henry B. Mayo, An Introduction to Democrative Theory, (New York: Oxford University Press, 
1960), 218-243. 

































7. Memajukan ilmu pengetahuan;  
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.  
Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti 
terumuskan di dalam Pancasila (termasuk prinsip kerakyatan/ demokrasinya) 
telah lama dipraktikkan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Studi 
politik dan ketatanegaraan lebih banyak melihat bahwa sistem yang lahir dari 
pola hubungan yang diatur di dalam UUD NKRI 1945 justru sistem politik yang 




Perjalanan sejarah kita juga mencatat bahwa hampir di sepanjang berlakunya 
UUD NKRI 1945 sistem politik yang lahir adalah sistem yang otoriter karena 
presiden terlalu banyak mempunyai kekuasaan yang tidak dapat diimbangi 
dengan kontrol yang efektif oleh lembaga-lembaga lain. Itulah sebabnya setelah  
Soeharto jatuh dari kekuasaannya yang begitu besar berdasarkan UUD NKRI 
1945, sehingga UUD NKRI 1945 diamandemen guna membangun sistem yang 
lebih demokratis. 
Demokrasi sendiri tidak lain adalah suatu sistem politik di mana para 
pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan 
umum yang adil, jujur dan berkala. Di dalam sistem itu para calon secara bebas 
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 Muhammad Ridhwan Indra, UUD NKRI 1945 Kekuasaan Eksekutif Lebih Menonjol (Executive 
Heavy), (CV Haji Masagung: Jakarta, 1998), 21. 
5
 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, (Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti, 1995), 37. 

































Demokrasi mempercayai bahwa pemilihan umum memainkan peranan vital 




1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan 
alternatif kebijakan publik (public policy). Dalam demokrasi kedaulatan 
rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal  spirit dari, oleh dan untuk 
rakyat.  
2. Pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan konflik 
kepentingan (conflict of interest) dari masyarakat kepada badan-badan 
perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang 
memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat terjamin 
3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau 
menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan 
ikut serta dalam proses politik.  
Pemilihan Kepala Daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim 
demokrasi pada saat berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh 
memberikan pendidikan bagi warga akan hak dan kewajiban sebagai warga 
negara. Seperti yang dikatakan oleh Rowland bahwa demokrasi tidak hanya 
sekedar proses untuk memperoleh informasi dari mereka yang memerintah
7
. 
Demokrasi yang sebenarnya ialah tentang ‚keikutsertaan‛ (partisipasi). Pendapat 
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 Ramelan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo,1992), 3. 
7
 Paul Rowland, Pilkada Langsung dan Demokrasi: Pilihan-Pilihan Kreatif untuk Indonesia, 
Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Jakarta, 
5 April 2005), 8. 

































Axel Hadenius dalam tulisan Aurel Croissant
8
, suatu pemilu, termasuk pilkada 
langsung disebut demokratis kalau memiliki ‛makna‛. Istilah ‚bermakna‛ 
merujuk pada tiga kriteria,yaitu:  
1. Keterbukaan, dalam hal ini diartikan bahwa: akses pada pilkada harus terbuka 
bagi setiap warga negara (universal suffrage) atau hak pilih universal, artinya 
seluruh warga negara dijamin memiliki hak pilih tanpa diskriminasi.  
2. Keterbukaan berarti, bila ada persamaan nilai suara dengan prinsip one person 
one vote one value. Keterbukaan dalam Pilkada juga bersifat kompetitif, 
dalam arti baik secara hukum (de jure) maupun secara nyata (de facto) tidak 
menetapkan pembatasan dalam menyingkirkan calon-calon atas dasar alasan 
politik.  
3. Ketepatan, kriteria ini mengarah pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, 
kampanye,dan prosedur pemilu dalam pengertian lebih ketat, yaitu semua 
calon harus mempunyai akses yang sama kepada media negara dan swasta 
berdasarkan standar hukum yang sama, aparat negara harus netral secara 
politis pada saat penyelenggaraan pilkada
9
. 
4. Keefektifan pemilu, kriteria ini memandang bahwa kedaulatan rakyat dalam 
pilkada harus efektif artinya jabatan eksekutif atau anggota legislatif harus 
diisi semata-mata karena pemilu. Prinsip pilkada langsung dilanggar bila akses 
pada posisi-posisi pusat kekuasaan diatur oleh sebagian saja atau sama sekali 
                                                             
8
 Aurel Croissant dan Frederich Ebert Stiftung, Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Di Asia 
Timur, (Jakarta: Pensil,2003), 324. 
9
 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2005), 
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B. Pengertian dan Landasan Shu>ra> Dalam Islam 
1. Pengertian Shu>ra> Dalam Islam 
Shu>ra> berasal dari akar kata sha>wara. Bentuk dasar ini mempunyai 
banyak arti. Di antara sekian banyak arti itu adalah menawarkan diri, 
menyambut dan menjadi sasaran.
11
 Istilah musha>warah (musyawarah), 
merupakan bentuk mas}dar dari kata kerja sha>wara, yusha>wiru berarti 
‚menampakkan, menawarkan dan mengambil sesuatu‛. Makna yang terakhir 
terdapat dalam ungkapan sha>wartu fulanan fi al-amr (saya mengambil 
pendapat si Fulan mengenai urusanku).
12
 
Kata shu>ra> pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang 
lebah.
13
 Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu 
yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat dalam 
sebuah forum). Kata shu>ra> pada dasarnya digunakan untuk hal-hal yang baik 
sesuai dengan makna dasarnya.
14
 
Dikatakan shu>ra>, berarti madu. Sha>ra al ’`asal berarti mengeluarkan madu 
dari tempatnya dan memisahkan dari ampas-ampasnya, al mushi>r berarti yang 
                                                             
10
 Aurel Croissant, loc.cit. 
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 Ibn Mandhur, Lisa>n al-`’Arab, Juz 6, (Beirut: Da>r al-S}a>dir, 1968), 105-06. 
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 Abu> al-H}usayn Ibn Fa>ris ibn Zakariya, Mu’ `jam Muqa>yis al-Lugha>t, Jilid III, (Kairo: Mus}t}afa 
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1967), h, 249. Baca juga M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an:Tafsi>r Maudhu’i atas Berbagai 
Persoalan Umat, ( Jakarta: Mizan, 1998), 469 
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terpilih dan sha>rah adalah tempat lebah mengeluarkan madu apabila 
menempatinya. Sha>rah dan sha>wrah artinya kebaikan lembaga, pakaian. 
Sha>warahu, musha>waratan wa istisha>rah berarti meminta musyawarah yakni 
merujuk untuk melihat pendapat seseorang tentang sesuatu. Asha>ra ’alayya bi 
kadha artinya menunjukkan kepada saya yang ada padanya berupa 
kemaslahatan.
15
 Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan musyawarah 
berarti pembahasan bersama tentang suatu masalah dengan maksud mencapai 
keputusan bersama atas masalah tersebut. Dalam bahasa Inggris, musyawarah 
(consultation) adalah ‚a meeting of persons to discuss, decide or plan 
something‛ (pertemuan beberapa orang untuk mendiskusikan, memutuskan, 
atau merencanakan sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis di atas, shu>ra> 
didefenisikan sebagai usaha atau upaya merumuskan dan menyimpulkan 
pendapat yang berbeda dari sudut pandang atau pendapat-pendapat yang 
terlontar berkenaan dengan masalah tertentu, mengujinya dari para pemikir 
dan para pakar ahli sehingga sampai kepada pendapat yang paling mendekati 




Abdul H>}amid Isma>’i`l al Ans}ari menyatakan bahwa shu>ra> adalah 
mengungkapkan pendapat umat atau yang mewakili dalam perkara-perkara 
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 Muh}ammad ‘Abd al-Qa>dir Abu> Fa>ris, al-Niz}a>m al Siya>si> Fi> al-Isla>m, (Yordania: al-Ja>mi’`ah al- 
Urdu>niyyah, 1980), 53 
16
 Zakariyya ‘Abd al-Mun’`im Ibra>him al-Khat}i>b, Niz}a>m al-Shu>ra> Fi al-Isla>m, Nuz}um al-
Dimuqra>t}iyyah al-Mu’`a>s}irah, (Kairo: t.p., 1985), 16 



































 Tawfiq’ al-Sha>wi menyatakan shu>ra> lazim diartikan dalam arti 
yang umum mencakup segala bentuk pemberian advis (pendapat) dan 
musyawarah (bertukar pendapat). Perlu dibedakan arti shu>ra> dalam artian 
umum dan luas yang mencakup segala macam musyawarah dan tukar 
pendapat, walaupun tidak harus ditetapi, yang diistilah dengan mashu>rah atau 
istisha>rah dengan shu>ra> dalam arti sempit yang berarti ketentuan yang 
ditetapi sebagai hasil keputusan jama’ah, dan kita sebut shu>ra> (dalam arti 
sempit yang terbatas pada ketentuan-ketentuan yang harus ditetapi).
18
 
Asas shu>ra> dalam arti universal ialah eksistensi majelis shu>ra>, hak-hak 
dan pertanggungjawaban diambil dari solidaritas seluruh individu. Pendapat 
jama’ah merupakan pendapat keseluruhan dari anggota majelis dan pemikiran 
yang muncul juga pemikiran bersama. Kehendaknya yang kolektif juga tidak 
lain merupakan kehendak seluruh individu atau anggota majelis shu>ra>. 
Kehendak ini dicetuskan oleh suatu ketetapan yang mereka ambil 
berdasarkan hasil tukar pikiran dan musyawarah di antara individu, yang 
dalam hal ini setiap individu memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat 
serta membantah pendapat orang lain.
19
 Jadi prinsip shu>ra> memiliki 
pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam jama’ah harus 
merupakan bukti dari kehendak jumhur al-jama’`ah atau segenap individunya, 
dengan syarat bahwa mereka memperoleh kebebasan sepenuhnya dalam 
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 Abd al-H}amid Isma>’ `il al-Ans}a>ri, al-Shu>ra> Wa Atharuha> Fi al-Dimuqra>t}iyyah, (Beirut: Da>r al-
Kutub al-‘As}riyyah, 1980), 14 
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 Tawfiq  al-Sha>wi, Fiqh al-Shu>ra> Wa al-Istisha>rah, (Kairo: Da>r al-Wafa’ Li al-T}iba >’`ah Wa al-
Nas}r Wa al-Tawzi>’ `, 1992), 7 
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 Tawfiq al-Sh>awi, Fiqh al-Shu>ra Wa al-Istisha>rah, 8 

































menentang pendapat dan mendiskusikannya. Keputusan yang dihasilkan dari 
proses shu>ra> merupakan keputusan bersama, keberhasilan adalah keberhasilan 
bersama dan resiko dipertanggungjawabkan secara bersama tanpa dibebankan 
kepada individu-individu. Inilah salah satu keunggulan prinsip shu>ra>. 
Sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa shu>ra> berarti meminta pendapat 
orang lain mengenai suatu urusan, karena orang-orang yang bermusyawarah 
dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya tentang suatu masalah yang 
dihadapi bersama.
20
 Dewasa ini, shu>ra> sering dikaitkan dengan teori politik 
modern (barat), seperti sistem pemerintahan republik, demokrasi, parlemen, 
sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai berbagai konsep yang 
berhubungan dengan sistem pemerintahan.
21
 
Menurut Rashi>d Rid}a, pemerintahan harus dibentuk melalui perwakilan 
dan musyawarah lewat ahl al-h}all wa al-‘aqd atau majelis shu>ra> dan aliansi 
umat.
22
 Dengan demikian Rashi>d Rid}a memandang pentingnya musyawarah 
(shu>ra>) dan konsensus (ijma’ `) sebagai prinsip demokrasi dan partisipasi 
politik rakyat dalam kekuasaan.
23
 Partisipasi tersebut tercermin dalam 
lembaga ahl al-h}all wa al-‘ `aqd. Apabila lembaga ini baik, kondisi sosial 
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 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: DEPAG, t.th.), 705 
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 Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur’an, Jilid IV, (Jakarta: Paramadina, 1996), 440. 
Sehubungan dengan hal ini, Fazlur Rahman menyatakan bahwa selama berabad-abad telah terjadi 
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Principle of Shu>ra> and the Role of Ummah‛ dalam State, Politics and Islam, (Indianapolish: 
American Trust Publication, 1986), 89 
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kemasyarakatan akan berjalan baik, apabila lembaga ini rusak, rakyat dan 
negara pun akan ikut rusak. Lembaga ahl al-h}all wa al-‘ `aqd harus terdiri dari 
orang-orang yang mempunyai integritas pribadi serta telah diakui 
intelektualitas dan komitmennya terhadap supremasi hukum dan stabilitas 
sosial politik secara menyeluruh.
24
 Dari perspektif sederhana ini, Rashi>d 
Rid}a menyamakan ahl al-h}all wa al-‘aqd di samping jama’ `ah dengan ummah 
dengan majelis shu>ra>. 
Prinsip shu>ra> berbeda dengan sistem demokrasi25 di negara-negara barat, 
yang sering dipahami dengan mayoritarianisme yaitu kekuasan oleh 
mayoritas. Dalam prakteknya, demokrasi berpegang pada pada rumus 
‚setengah plus satu‛ atau suara mayoritas yang lebih dari setengah jumlah 
yang ada dan berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan 
kemenangan bagi pihak lain. Henry Mayo menyatakan bahwa sistem 
demokrasi berada dalam kecurigaan yang terus menerus karena mayoritas 




Dalam prinsip shu>ra> pendapat dan keputusan yang diambil bukanlah 
pendapat mayoritas dilihat dari sudut hitungan angka, akan tetapi mayoritas 
h}ujjah (argumentasi), logika, pikiran, bukti-bukti dan dalil shar’i`. 
Pengambilan sebuah keputusan melalui mekanisme shu>ra> harus diikuti oleh 
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 Rashi>d Rid}a, al-Khila>fah Aw al-Ima>mah al -Uz}ma>, 16 
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 Zakariyya ‘Abd al-Mun’`im Ibra>him al-Khat}ib, Niz}a>m al-Shu>ra> Fi> al-Isla>m, Nuz}um al-
Dimuqra>t}iyyah al-Mu`’a>s}irah. 244. Lihat juga Adna Ali Rid}a> al Nah}wi>, al-Shu>ra> la> 
Dimuqra>t}iyyah, (Kairo: Da>r al-S}ah}wah Li al-Nas}r, 1985), 35 
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 M. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat madani, (Jakarta: Logos, 
2000), 34-35 

































mayoritas orang-orang dewasa yang sanggup menjadi saksi yang 
ketetapannya bersandar kepada kebenaran dan dalil shar’inya, bukan kepada 
kekuasaan praktis yang dibenarkan oleh fanatisme atau kekuatan 
subyektifnya.
27
 Inilah perbedaan yang hakiki antara prinsip shu>ra> dengan 
sistem demokrasi. 
Tawfiq al-Sha>wi menyoroti secara serius dan mempelajari unsur-unsur 
shu>ra> dan rukun-rukunnya serta membandingkannya dengan sistem 
demokrasi, ia kemudian membuktikan bahwa shu>ra> memiliki keunggulan 
dalam kaidahnya serta lebih komprehensif dibanding dengan teori-teori 
demokrasi. Ia tidak hanya memperhatikan penjelasan mengenai cara di mana 
sistem masyarakat dan dasar mengatur semua urusannya dapat ditegakkan 
dan di antaranya memilih orang yang memegang kekuasaan dalam titik yang 
akhir ini saja terkadang sistem-sistem modern paralel dengan cara shu>ra>. 
Bahkan sebelum yang lainnya, ia mewajibkan agar setiap pribadi memperoleh 
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 Tawfiq al-Sha>wi>, Fiqh al-Shu>ra> Wa al-Istisha>rah,  300-301. Dalam hal ini Tawfiq  al-Sha>wi 
membuat ilustrasi tentang karakteristik dan keistimewaan shu>ra> bila dibandingakan dengan teori 
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1. Prinsip-prinsip shu>ra> lebih mendalam daripada fondasi-fondasi demokrasi modern. Kerena 
azas shu>ra>, pertama-tama mewajibkan adanya kebebasan berpendapat, berdialog, dan 
berdiskusi, sebelum pihak mayoritas mengambil keputusan, dan bahkan setelah keluarnya 
keputusan itu. 
2. Prinsip-prinsip shu>ra> bersumber pada nilai-nilai Ilahiyah (devine values) yaitu al-Qur’an dan 
Sunnah. Dengan kata lain, pelaksanaan musyawarah bukan hanya mewujudkan kehendak 
mayoritas, tetapi lebih dari itu menjalankan shu>ra> berarti melaksanakan syariat yang 
mempunyai nilai ibadah. Sementara demokrasi hanya bersandar pada kekuasaan rakyat yang 
diwakili oleh mayoritas atau khalayak ramai, yang dimaksud adalah kekuasaan mutlak dan 
dijalankan oleh partai atau pribadi yang mewakilinya dan pura-pura tidak mengetahui adanya 
kekuasaan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari kepentingan rakyat atau kekuasaan yang 
mewakilinya. 
3. Ruang lingkup demokrasi dalam pandangan umum adalah sistem politik bagi negara, atau 
sistem pemerintahan. Sedangkan shu>ra> lebih luas cakupannya, karena ia mempunyai arti 
mendidik pribadi-pribadi secaral moral dan sosial dalam bertukar pendapat dan berinteraksi 
sesama anggota majelis. Jadi shu>ra> adalah akhlak dan prilaku sosial dan bukan hanya sekedar 
sistem pemerintahan. 

































kebebasan mereka secara sempurna untuk ikut serta dalam berdialog atas 
dasar persamaan dan mewajibkan agar ketetapan hasil shu>ra> itu dalam batas-
batas nilai tertinggi dan dasar bagi masyarakat yang harus dihormati ketika 
terjadi dialog dan setelah ketetapan dikeluarkan.
28  
Islam  tidak  hanya  memandang  konsultasi  sebagai  suatu  prosedur 
yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah upaya yang ideal bagi umat 
Islam dalam menentukan sebuah perkara. Jika Nabi Muhammad Saw. dengan 
segenap kema’s}uman dan kebesarannya juga melakukan musyawarah dengan 
rakyatnya, maka pemimpin Islam sesudahnya tentu lebih banyak lagi dituntut 
untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan berbagai perkara.
29
 Argumen yang 
diajukan tentang sosok Nabi Muhammad Saw., yang sudah ma’s}um juga 
melakukan musyawarah seperti dikemukakan Ibn Taymiyah adalah bahwa 
Allah Swt. menghendaki Nabi Muhammad Saw. untuk memberikan contoh 
nilai musyawarah agar ditiru oleh umat sesudahnya.
30
 Untuk memperkuat 
argumen pentingnya para pemimpin untuk mengadakan musyawarah, ia 
selalu menyebutkan sabda Nabi Muhammad Saw. yang mengisahkan tentang 
kegemaran Nabi Muhammad Saw. dalam melakukan musyawarah.
31
 
Implementasi shu>ra> dalam pengambilan keputusan pada hakikatnya telah 
dikenal di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Dalam menghadapi setiap 
persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, mereka biasanya 
                                                             
28
 Tawfiq al-Sha>wi, Fiqh al-Shu>ra> Wa al-Istisha>rah, 301 
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 Zakariya ‘Abd al-Mun’`im Ibrahim al-Khat}i>b, Niz}a>m al-Shu>ra> Fi al-Isla>m Wa Niz}a>m al-
Dimuqra>t}iyyah al-Mu’`a>s}irah, h. 14 
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 Ibnu Taymiyah, Majmu’` Fatawa Shaikh al-Isla>m Ah}mad Ibn Taymiyah, Jilid 28  (Riyad}: 
Mat}abi` al-Riya>}h, 1963), h. 386. 
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 Taqiyuddi>n Ibn Taymiyah, al-Siya>sah al-Shar’`iyyah, (Kairo: Da>r al-Kita>b al-‘`Arab, 1952), h. 
135. 

































menghimpun para pemuka kabilah (suku) yang dikenal dengan sebutan dhu al 
shu>ra> untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai perkara yang 
mereka hadapi.
32
 Untuk selanjutnya aplikasi shu>ra> dilegitimasi dan 
dilestarikan oleh Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup, praktek 
shu>ra> selalu dilaksanakan meskipun belum ada penjelasan yang tegas dari  
perintah al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad Saw. 
untuk menunjukkan betapa pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan 




Meskipun begitu, tidak semua persoalan umat dapat diselesaikan lewat 
musyawarah. Yang dimaksud dengan amruhum shu>ra> baynahum adalah 
urusan-urusan duniawi yang biasanya menjadi tanggung jawab pemimpin, 
bukan urusan yang berkaitan dengan ibadah, sebab bila pada pada urusan 
agama seperti akidah, ibadah, halal dan haram dijadikan obyek musyawarah, 
niscaya agama akan menjadi bagian dari ketetapan manusia, bukan sebagai 
ketetapan dan otoritas Tuhan. Tidak ada keleluasaan yang diberikan akal 




Asumsi ini bisa didapat dari beberapa hadith Nabi Muhammad Saw. yang 
artinya berbunyi: 
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 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1999), h. 1264 
33
 Thareq Y. Ismael dan Jacquiline S. Ismael, Government and Politics in Islam, (New York: ST. 
Martin’s Press, 1985), h. 11 
34
 Muhammad Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Manna>r, Juz III, (Kairo: al-Hay’ah al-Mis}riyyah al-`’A>mmah 
li al-Kita>b, 1973), h. 164 

































‚Apa saja yang berkaitan dengan urusan dunia, kalianlah yang lebih 
mengetahuinya. Apa saja yang berkaitan dengan urusan agama (wahyu) 
kembalikan kepadaku,. (H. R. Ahmad).35 
Rasululullah menerangkan: ‚Dari Aisyah r.a. Rasulullah Saw., bersabda; 
Kalian lebih mengetahui (dariku) mengenai urusan dunia kalian (H.R. 
Muslim).36 
Quraish Shihab juga menyatakan bahwa persoalan-persoalan yang telah 
ada petunjuk Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui 
Nabi-Nya tidak dapat dimusyawarahkan, misalnya tentang tata cara 
beribadah. Musyawarah hanya bisa dilaksanakan terhadap persoalan-
persoalan yang belum ada petunjuk yang eksplisit serta persoalan-persoalan 
yang bersifat duniawi.
37
 Menurutnya, masalah-masalah keagamaan yang 
sudah ada petunjuk yang jelas, tidak ada peluang untuk bermusyawarah, 
karena pendapat manusia tidak dibenarkan mendahului wahyu.
38
 Quraish 
Shihab mengemukakan, apabila masalah akidah, ibadah dan masalah agama 
lainnya yang telah jelas petunjuknya dalam al-Qur’an juga dimusyawarahkan 
antara umat, niscaya esensi agama tidak transenden lagi, karena sudah ada 
campur tangan manusia. 
Shu>ra> merupakan masalah ijtiha>di>, tidak ada ijtihad terhadap masalah 
yang sudah jelas nas}nya. Nabi Muhammad Saw. bermusyawarah dalam 
urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, sepeti persoalan perang, ekonomi 
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 Ah}mad bin Hanbal, Musnad Imam Ah}mad, Jilid II, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), h. 261 
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 Imam Muslim, S}ah}i>h} Muslim, Jilid II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1993), h. 526-427 
37
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 479 
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 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 479. Baca juga Muhammad ‘Abd al-Qa>dir Abu> 
Fa>ris, al-Niz}a>m al-Siya>si> fi al-Isla>m, h. 71. 



































 Para sahabat selalu menanyakan kepada Nabi Muhammad Saw. 
apakah persoalan yang mereka hadapi diwahyukan atau tidak. Kalau tidak 
diwahyukan atau berupa pendapat Rasulullah sendiri, mereka kemudian 
bermusyawarah dengan mengemukakan pendapat masing-masing. 
 
2. Landasan Pelaksanaan Shu>ra> 
Dalam Islam, shu>ra> atau bermusyawarah telah menjadi suatu keharusan 
dalam menyelesaikan perkara-perkara. Shu>ra> merupakan suatu kewajiban 
terutama bagi para pemimpin yang mengemban tanggung jawab terhadap 
masa depan umat. Bahkan Allah Swt, telah memuliakan shu>ra> dengan 
menjadikannya sebagai salah satu surat dalam al-Qur’an. Kewajiban shu>ra> 
tersebut, di samping merujuk pada nas}-nas} al-Qur’an, juga mengacu pada 
hadith-hadith Nabi Muhammad Saw. dan ijma’’ ` para sahabat. 
 
a. Shu>ra>  dalam al-Qur’an 
Terdapat dua ayat yang sering menjadi pembicaraan tentang shu>ra> yang 
selalu menjadi landasan. Yang pertama adalah surat al-Shu>ra> ayat 38: 
 وَي ذِرلَّا وَ   ُوتا وَجوَتْس   ْ ذِ بِّت وَسذِا  وُماوَقوَأ وَ   وَج وَ لَّلا   ْ ُ ُسْموَأ وَ  ى وَزوُش  ْ ُ وَ  ْوَت ا لَّم ذِم وَ   ْ ُ اوَ ْق وَش وَز 
 وَوُو ذِ  ُْ  
‚Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, 
dan mendirikan shalat (dengan sempurna) sedangkan urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka‛. 
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 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 479. 

































Ayat ini diturunkan di Makkah sesaat sebelum hijrahnya Rasulullah Saw. 
ke Madinah. M. Quraish Shihab mensinyalir bahwa ayat ini turun sebagai 
ujian kepada orang-orang Madinah ketika mendengar akan kedatangan 
rombongan Nabi Muhammad Saw. dan menyatakan kesediaan membela Nabi 
Muhammad Saw. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. di Madinah, 
beberapa orang di Madinah bermusyawarah di rumah Abu Ayyub al-Ans}a>ri>, 
perihal menyikapi kedatangan Nabi Muhammad Saw. Meskipun demikian, 




Al-T}abari> dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan musyawarah di sini adalah (apabila mereka) berbeda pandangan 
dalam suatu persoalan yang menyangkut kepentingan umat secara luas, maka 
selesaikanlah dengan musyawarah.
41
 Ibn Kathir juga sependapat dengan al-
T}abari> dan menambahkan bahwa musyawarah dalam ayat ini mencakup 
segala persoalan menyangkut hajat orang banyak.
42
 
Abu al-A’la > al-Mawdu>di> menyatakan, ayat ini (memberitahukan) kepada 
manusia mengenai gambaran istimewa dalam mengambil sebuah keputusan 
yaitu semua urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak diselesaikan 
dengan jalan musyawarah. Lebih terbuka Abu al-A’la > al-Mawdu>di> 
menyatakan bahwa perkara pemerintahan harus diselesaikan dengan proses 
musyawarah antara umat Islam dengan cara penunjukan delegasi. Ayat ini 
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 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 471 
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 Abu> Ja’far ibn Jari>r al-T}abari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil al-Qur’a>n, Jilid III, h. 100 
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 Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-`’Az}i>m, Jilid II, h. 269 

































tentunya menjadi bukti bahwa musyawarah bukanlah fenomena mengenai 
suatu kenyataan masa lampau saja, tetapi juga sebagai perintah dan peraturan 
di masa-masa yang akan datang.
43
 
Sayyid Qut}b dalam Tafsi>rnya Fi Z}ila>l al-Qur’a>n menegaskan bahwa 
anjuran shu>ra> dalam surat al-Shu>ra> ayat 38 tidak lebih sebagai sesuatu yang 
lebih umum dan lebih universal dari sekedar keterkaitannya dengan negara. 
Menurutnya, shu>ra> dalam ayat ini berkaitan dengan persoalan-persoalan 
umum yang dihadapi oleh umat Islam. Pendapat ini bertolak dari periode 
penurunan ayat yang turun di Makkah, atau dengan kata lain, anjuran shu>ra> 
dalam ayat ini turun sebelum berdirinya negara Islam.
44
 
Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> menafsirkan surat al-Shu>ra> ayat 38 sebatas anjuran 
untuk mencari kesepakatan bersama dari komunitas umat Islam yang 
menghadapi persoalan.
45
 Sementara itu, Muhammad As'ad menjelaskan 
bahwa yang dimaksud amruhum shu>ra> baynahum dalam ayat di atas 
merupakan suatu hal yang fundamental dan komprehensif terutama yang 
berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan (politik). 
Kata amruhum mengacu kepada semua persoalan masyarakat dan umat, dan 
menjadi pedoman sistem pemerintahan Islam ditegakkan. Amruhum shu>ra> 
baynahum secara literal bermakna semua persoalan masyarakat harus 
diputuskan dengan prinsip shu>ra>, terutama dalam persoalan politik dan 
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 Senada dengan As’ad, Fazlur Rahman menafsirkan ungkapan 
amruhum yang dengan urusan-urusan masyarakat, bukan hanya urusan 
pribadi, kelompok atau golongan elit saja, akan tetapi ‚urusan mereka 
bersama‛ dan urusan umat secara kolektif. Perintah shu>ra> baynahum 
mengandung makna urusan bersama diputuskan melalui musyawarah kolektif 
secara personal atau golongan saja.
47
 Fath}i Osman menyatakan ungkapan 
shu>ra> menunjukan makna yang sangat signifikan, di mana perintah shu>ra> 
secara integral berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan shalat 
dan menafkahkan sebagian karunia Allah untuk keperluan masyarakat.
48
 
Ayat al-Qur’an yang kedua yaitu: Surat A>li ‘Imra>n Ayat 159:  
ا وَمذِثوَف  ةٍح وَم ْ وَز  وَي ذِم  ذِ لَّ  وَ  ْذِا  ْ ُ وَا  ْووَا وَ   وَ  ْ ُ ا
ًّ ظوَف  وَي ذِ وَ   ذِة ْوَ ْا   و ُّضوَ ْن وَلَ  ْي ذِم  وَ ذِاْو وَ   ُ ْااوَف 
 ْ ُ  ْ وَا  ْسذِ  ْوَتْس وَ   ْ ُ وَا  ْ ُ ْزذِ ا وَش وَ  يذِف  ذِسْموَْا   وَذذِإوَف  وَ ْم وَص وَا  ْ لَّ وَووَتوَف يوَ وَا  ذِ لَّ  لَّوذِ   وَ لَّ  ُّة ذِ ُ  
 وَي ذِ بِّ وَووَتُمْا  
‚Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka 
akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 
maka bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang 
bertawakkal kepadaNya‛.49 
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Perintah shu>ra> oleh Rashi>d Rid}a> di sini dipahami sebagai perintah kepada 
umat Islam untuk menjadikan shu>ra> sebagai kaidah dan prinsip pertama bagi 
sebuah sistem pemerintahan Islam sebagaimana tertera pada surat al-Shu>ra> 
ayat 38.
50
 Perkara yang dimaksud di sini adalah permasalahan yang berkaitan 
dengan perkara hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun perkara 
yang berkaitan dengan permasalahan `ibadah mah}d}ah, maka penyelesaiannya 
melalui penjelasan al-Qur’an dan Hadith. Dalam pandangan Rashi>d Rid}a>, 
praktek musyawarah yang diterapkan Nabi Muhammad Saw. pada mulanya 
disesuaikan dengan kondisi sosial umat Islam ketika itu, karena minimnya 
komunitas muslim sebelum fath} al-Makkah. Musyawarah biasanya dilakukan 
di masjid dan dari situlah Nabi Muhammad Saw. meminta pendapat dari al-
Sawa>d al-a’z`}am (suara mayoritas) yaitu sekelompok sahabat yang memiliki 
kualifikasi dan integritas pribadi yang terpercaya.
51
 Mereka adalah orang-
orang yang menguasai persoalan-persoalan penting umat seperti strategi 
perang, sebagaimana yang dipraktekkan ketika menghadapi musyrik Quraisy 
pada perang Badar dan Uhud. 
Rashi>d Rid}a> menyebutkan, ketika wilayah kekuasaan Islam sudah meluas 
pasca fath} al-Makkah dan keberadaan anggota al-Sawa>d al-a’z`}am telah 
menyebar ke berbagai wilayah, langkah selanjutnya adalah mengkonstruksi 
kaidah-kaidah musyawarah yang akomodatif. Kaidah-kaidah tersebut 
merupakan ijtihad Nabi Muhammad Saw. sendiri dan bukan bagian dari 
wahyu. Kaidah musyawarah itu berbeda satu sama lain karena perbedaan 
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kondisi sosiokultural yang dihadapi umat Islam pada setiap masa dan tempat. 
Dengan demikian kaidah musyawarah yang ditetapkan Nabi Muhammad 
Saw., bersifat temporal dan tidak dapat mengcover setiap persoalan umat di 
setiap zaman.
52
 Untuk itu, diberi kebebasan kepada umat yang hidup pada 
zamannya masing-masing untuk merumuskan dan memilih kaidah-kaidah dan 
format pelaksanaannya. 
Tidak ada nas} dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. yang 
menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan shu>ra> secara baku dan kaku. 
Dalam pandangan Islam, hakikat shu>ra> secara substansial ditegakkan di 
tengah-tengah masyarakat dan terwujud dalam kehidupan tanpa dibatasi 
dengan format dan mekanisme tertentu. Nabi Muhammad Saw. sendiri 
melaksanakan musyawarah tidak menentukan dan mekanisme tertentu.
53
 Ada 
beberapa alasan yang menjadi argumentasi kenapa Rasulullah Saw. tidak 
meletakkan fondasi mekanisme pelaksanaan musyawarah yang baku. 
1. Permasalahan yang dihadapi umat berbeda antara satu zaman dengan 
zaman yang lain. Menurut Rashi>d Rid}a> dalam Tafsi>rnya, Rasulullah Saw. 
telah memperkirakan orang yang masuk agama Islam akan semakin 
banyak dengan berbagai suku dan karakter yang berbeda-beda. 
Menentukan sebuah mekanisme yang baku akan berakibat fatal dalam 
mengambil sebuah keputusan. Format shu>ra> lebih tepat diserahkan kepada 
masing-masing generasi umat untuk memformulasikan sebuah mekanisme 
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2. Seandainya format shu>ra> ditentukan Rasulullah secara baku, maka umat 
Islam akan menjadikannya sebuah ‘ibadah mah}d}ah yang wajib dilakukan 
pada setiap waktu dan tempat yang berbeda sebagaimana halnya ‘ibadah 
mah}d}ah lainnya. Perkataan Rasulullah, ‚kalian lebih mengerti tentang 
urusan-urusan dunia‛ menjadi landasan bahwa Rasulullah Saw. lebih 
menyerahkan urusan-urusan dunia untuk diselesaikan dengan tata cara dan 
budaya setempat. 
3. Seandainya format shu>ra> ditentukan Rasulullah secara baku, seharusnya 
Rasulullah tidak perlu melaksanakan musyawarah disebabkan faktor 
kenabian yang ma`’s}u>m. Tetapi ternyata Rasulullah Saw. telah melakukan 
musyawarah dan menunjukkan sebuah karakter individu yang 
membutuhkan pendapat orang lain dalam mengambil sebuah keputusan.
55
 
Fakta ini kemudian menunjukkan bahwa shu>ra> adalah sebuah mekanisme 
dalam mengambil sebuah keputusan tentang perkara-perkara umat Islam. 
Muhammad Rashi>d Rid}a> bahkan menyebut bahwa ayat tentang shu>ra> 
tidak berkaitan sama sekali dengan masalah konsep Negara an sich, shu>ra> 
tetap diyakini sebagai sebuah mekanisme dan prosedur inti dalam 
mengambil sebuah keputusan yang di dalamnya juga terhadap masalah 
pemerintahan. Senada dengan hal di atas, Sayyid Qut}b dalam 
penafsirannya terhadap anjuran shu>ra> yang termaktub dalam surat A>li 
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Imran ayat 159 menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan sebuah 
prinsip dasar yaitu shu>ra> dalam sistem pemerintahan sebagaimana yang 




Terhadap surat A>li Imran ayat 159, al-Ra>zi menafsirkannya sebatas 
anjuran Allah kepada Rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabat 
dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: pertama, musyawarah Rasulullah 
Saw. bersama para sahabat merupakan langkah untuk mengukur kecintaan 
dan loyalitas mereka kepada Rasulullah; kedua, sekalipun nabi Muhammad 
Saw. merupakan makhluk paling sempurna, namun keilmuan seorang 
makhluk ada batasnya, sehingga apa yang terbersit dalam pikiran seseorang 
tentang kemaslahatan, tidak jauh berbeda dengan apa yang terbersit dalam 
hati Nabi Muhammad Saw., apalagi menyangkut persoalan-persoalan dunia; 
ketiga, perintah bermusyawarah di sini mengandung pengertian agar orang 
lain mengikuti jejaknya dalam bermusyawarah dan menjadi kebiasaan bagi 
umatnya; keempat, pada kejadian perang Uhud, Rasulullah Saw. 
bermusyawarah dengan para sahabat dan disarankan untuk keluar dari 
peperangan; kelima, perintah musyawarah di sini tidak untuk menjadikan 
pendapat dan keilmuan para sahabat dipertimbangkan, akan tetapi untuk 
mengetahui kapasitas daya pikir mereka, dan mengukur seberapa besar 
kecintaan dan loyalitas mereka terhadap Rasulullah; keenam, perintah 
musyawarah bersama para sahabat bukan berarti Rasulullah Saw. 
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membutuhkan mereka, akan tetapi untuk mengetahui dimensi ijtihad yang 
mereka hasilkan dalam memecahkan suatu persoalan; ketujuh, perintah Allah 
terhadap Nabi Muhammad Saw. untuk bermusyawarah bersama para sahabat 
menunjukkan bahwa mereka dalam pandangan Allah, Rasulullah Saw. dan 
makhluk-Nya memiliki kedudukannya sendiri-sendiri; kedelapan, raja agung 




Ibn Jari>r al-T}abari>  menegaskan  bahwa  ayat  shu>ra> pada  surat  A>li 
`Imran ayat 159 merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw. 
untuk bermusyawarah dengan para sahabat menegenai urusan-urusan perang 
dan sebagainya, dengan tujuan untuk memberi petunjuk agar mereka sekalian 
bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan.
58
 Ibn Kathi>r juga 
sependapat dengan al-T}abari> yang menyatakan bahwa dalam ayat ini Allah 
memerintahkan Rasul-Nya agar memberi maaf dan memohon ampun dari 
Allah bagi para pengikutnya dan bermusyawarah dengan mereka dalam 
urusan tertentu, agar mereka dengan senang hati dan lebih taat melaksanakan 
perintah Allah dan perintah pemimpin mereka.
59
 
Mus}t}afa> al-Maraghi> dalam tafsirnya mengemukakan bahwa Allah telah 
memberikan pujian khusus bagi Rasulullah Saw. atas sikapnya yang lemah 
lembut terhadap para sahabat yang keluar dari keputusan yang dihasilkan 
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melalui musyawarah. Tindakan para sahabat untuk mengambil harta 
rampasan dengan turun dari puncak bukit, adalah tindakan di luar ketentuan 
musyawarah. Konsekuensinya, kemenangan yang ada di depan mata, sirna 
dan lenyap.
60
 Oleh karena itu, Quraish Shihab menyatakan, secara 
redaksional surat A>li Imran ayat 159 ini ditujukan kepada Nabi Muhammad 
Saw. supaya memusyawarahkan persoalan tertentu (seperti urusan perang) 
dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya, tetapi ayat ini juga 
merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada para 
pemimpin, agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip shu>ra> dalam 
mengambil suatu keputusan dan mengeluarkan kebijakan.
61
 
Dari keterangan beberapa mufasir di atas, nampak adanya suatu 
pemahaman bahwa shu>ra> wajib ditegakkan dalam memutuskan setiap 
persoalan umat, kewajiban tersebut terutama dibebankan kepada para 
pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masa depan umat. Indikasi yang 
menunjukkan kewajiban dalam ayat ini adalah bahwa ungkapan 
"bermusyawarahlah dengan mereka" berbentuk amar62 (perintah), sedangkan 
perintah itu adalah wajib selama tidak ada keterangan, konteks (qari>nah) 
yang mengubah status hukumnya.
63
 Catatan yang paling penting dari sekian 
keterangan penafsiran para mufasir tentang shu>ra> bahwa secara tekstual dan 
tersurat, tidak ada mufasir yang menafsirkan ayat tentang shu>ra> yang 
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langsung ada kaitannya dengan negara. Dengan kata lain bahwa shu>ra> tidak 
pernah dianggap oleh para mufasir sebagai sebuah bentuk pemerintahan. 
Tetapi mayoritas mufasir menerangkan bahwa urusan umat Islam yang 
termasuk di dalamnya mengenai yang berkaitan dengan pemerintahan harus 
menjadikan shu>ra> sebagai mekanisme formal dalam mengambil sebuah 
keputusan.  
Menyikapi kedua ayat yang berkaitan dengan konteks musyawarah, 
Tawfiq al-Sha>wi> menjelaskan bahwa: 
1. Antara dua ayat tersebut, salah satunya turun di Makkah dan yang lain 
turun di Madinah. Dalam hal ini ada isyarat yang jelas mengenai 
keuniversalan prinsip shu>ra> bagi setiap sistem masyarakat Islam di 
setiap tahapannya. Bagaimanapun kondisi dan tempat serta hubungan 
dengan masyarakat lain, baik masyarakat itu sekedar golongan 
minoritas atau kelompok mayoritas yang di atur oleh suatu negara 
merdeka. 
2. Ayat 38 surat al-Shu>ra> ditujukan kepada kaum Muslimin pada 
umumnya sebagai individu-individu (anggota masyarakat) dan 
menuturkan sifat-sifat serta karakteristik yang membedakan kaum 
Muslimin dengan umat lainnya. Ciri yang pertama ialah kesatuan 
aqidah dan ibadah, sedangkan ciri berikutnya berupa kebersamaan 
(kolektifitas) dalam berbagai urusan meraka yang bersifat umum 
melalui musyawarah, tukar menukar pendapat solidaritas, 
kemanunggalan atas dasar kebebasan dan prinsip persamaan 

































(egalitarian) di antara mereka. Ayat 159 surat A>li `Imran ditujukan 
kepada Rasulullah Saw. setelah berhasil mendirikan negara yang 
merdeka di Madinah. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad Saw. 
sebagai kepala negara sekaligus sebagai penguasanya agar shu>ra> 
dijadikan asas atau dasar hubungan penguasa dengan rakyat dan 
individu di masyarakat, walaupun pemimpin ini seorang Nabi 




b. Prinsip Shu>ra>  dalam Sunnah. 
Di samping berdasarkan pada ayat di atas, banyak pula hadith Nabi 
Muhammad Saw. yang menetapkan shu>ra> adalah salah satu prinsip hukum 
dalam Islam.
65
 Di antara hadith yang menjelaskan tentang keutamaan shu>ra> 
adalah; 
1. Hadith yang diriwayatkan Imam al-Turmu>dhi 
اوَ وَث لَّد وَ  ،ٌدالَّ وَ   وَااوَق :اوَ وَث لَّد وَ  ُوتوَأ ،وَحوَ ذِ ا وَعُم  ذِي وَا ،ذِشوَمْاوَا   ْي وَا  ذِسْم وَا  ذِيْت ،وَج لَّسُم  ْي وَا يذِتوَأ 
،وَج وَد ْوَثُا  ْي وَا  ذِدْث وَا  ذِ  وَااوَق :ا لَّموَا  وَوا وَ   ُ ْووَ   ةٍزْدوَت  وَيي ذِ وَ  ،ى وَزا وَُسااذِت  وَااوَق  ُاوُس وَز  ذِ 
يلَّ وَص  ُ لَّ  ذِ  ْوَ وَا  وَ لَّ وَس وَ  :ا وَم  وَوُواُو وَ  يذِف  ذِيوَلَ ُوَ  ى وَزا وَُسا   وَس وَ وَروَف  ًّح لَّلذِق يذِف  وَروَ  
 ذِي ذِد وَ ا   ًّحوَ  ذِووَ . يذِف وَ  باوَثا   ْي وَا ، وَس وَمُا يذِتوَأ وَ  ، وَبوُّ وَأ ،ةٍسوَنوَأ وَ  يذِتوَأ وَ   وَج وَس ْ وَُس  . وَروَ وَ  
 ٌي ذِد وَ   ٌيوَ وَ  ُوتوَأ وَ   وَج وَد ْوَثُا  ْ وَا  ْ وَم ْوَ   ْي ذِم  ذِ  ذِتوَأ ى وَ ُْس وَ   ْي وَا يذِتوَأ  وَج وَس ْ وَُس   وَااوَق :ا وَم  ُ  ْوَأ وَز 
 ًّد وَ وَأ  وَسوَ  ْوَأ  ًّج وَزو ُ وَم  ذِ ذِتا وَ ْصوَا  ْي ذِم  ذِاوُس وَز  ذِ يلَّ وَص  ُ لَّ  ذِ  ْوَ وَا  وَ لَّ وَس وَ . 
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‚Dari Abi Hurairah r.a. berkata; Aku tidak pernah melihat seseorang yang 
paling gemar bermusyawarah selain Rasulullah Saw.66 
 
2. Hadith yang diriwayatkan Ibn Ma>jah 
اوَ وَث لَّد وَ  ُوتوَأ  ةٍس ْوَت  وَااوَق :اوَ وَث لَّد وَ  يوَ  ْوَ   ُيْت الَّ ذِس وَ وَش  ذِيْت يذِتوَأ ،وَج وَدذِئ وَش  ُّيذِ وَا وَ   ُيْت ، ةٍ ذِشاوَ  
 ذِي وَا  ذِيْت  يذِتوَأ ،يوَ  ْوَا  ْي وَا يذِتوَأ ، ذِس ْوَت ُّصا   ْي وَا  ةٍسذِتا وَ   وَااوَق : وَااوَق  ُاوُس وَز  ذِ لَّ يلَّ وَص   ُ
 ذِ  ْوَ وَا  وَ لَّ وَس وَ  : وَذذِ   وَزا وَ وَتْس   ْ  ُُد وَ وَأ  ُاا وَ وَأ  ْس ذِ ُ  ْوَف  ذِ  ْوَ وَا 
Dari Abu Bakar, diceritakan dari Yah}ya ibn Zakariya ibn Abi Zaydah dan 
Ali ibn Hashim dari ibn Abi Layla Dari Abi al-Zubair dan Jabir bekata, 
Rasulullah Saw. bersabda,‚Apabila seseorang di antara kamu meminta 
musyawarah kepada saudaranya maka hendaklah ia memberi saran 
kepadanya‛.67 
Dari informasi beberapa hadith di atas menunjukkan bahwa Nabi 
Muhammad Saw. amat gemar bermusyawarah. Nabi Muhammad Saw. 
bemusyawarah dalam perkara-perkara yang tidak ada keterangan wahyu. Hal 
ini dianggap penting untuk membuktikan adanya hubungan horizontal yang 
kuat antara pemimpin dengan yang dipimpin.
68
 Dalam bermusyawarah Nabi 
Muhammad Saw. tidak mengikuti satu pola saja, kadang-kadang Nabi 
Muhammad Saw. bermusyawarah dengan para sahabat senior, dan tidak 
jarang juga meminta pertimbangan dari kalangan profesional. Nabi 
Muhammad Saw. selalu menunjukkan sikap yang demokratis dan lembut 
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Menurut Mahdi Fad}lullah, kunci kesuksesan Rasulullah Saw. dalam 
membina masyarakat Madinah adalah sikap demokratis Nabi Muhammad 
Saw. Menurutnya, Nabi Muhammad Saw. selalu melaksanakan musayawarah 
dengan masyarakat Madinah dan selalu menghormati keputusan yang 
dihasilkan melalui musyawarah.
70
 Untuk itulah menurut Rashi>d Rid}a> Nabi 
Muhammad Saw. telah memberikan contoh ideal bagi kaum Muslimin dalam 
menyelesaikan sebuah masalah. Musyawarah yang pernah dipraktekkan oleh 
Rasulullah Saw. memberikan isyarat bagi kaum muslimin bahwa dalam 
masalah pemerintahan, shu>ra> merupakan unsur paling penting sistem 
kenegaraan. Kalau Allah mewajibkan Rasul-Nya untuk bermusyawarah, 
kaum muslimin dengan segala keterbatasan nalarnya justru harus lebih 
mengambil sikap bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah perkara.
71
 
Berikut ini beberapa pola atau contoh pelaksanaan shu>ra> di masa Nabi 
Muhammad Saw.; 
1) Posisi Dalam Perang Badar 
Menjelang terjadi perang Badar, Nabi Muhammad Saw. memutuskan 
posisi beliau dan pasukan Islam pada suatu tempat di dekat suatu mata air. 
Seorang sahabat dari kelompok Ans}ar, bernama H}uba>b ibn Mundhir datang 
kepada Nabi Muhammad Saw. dan menanyakan apakah keputusan Nabi 
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Muhammad Saw. itu atas petunjuk Allah, sehingga beliau dan pasukan Islam 
tidak boleh bergeser dari tempat itu, atau keputusan diambil sendiri sebagai 
siasat dan strategi perang biasa. Nabi Muhammad Saw. menjawab bahwa 
keputusan itu semata-mata inisiatifnya tanpa ada petunjuk wahyu. 
Selanjutnya H}uba>b berkata ‚Wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat. 
Sebaiknya kita lebih maju ke muka, ke mata air yang paling depan, kita bawa 
banyak tempat air untuk kita isi dengan mata air itu kemudian mata air itu 
kita tutup dengan pasir. Kalau nanti kita terpaksa mundur kita masih dapat 
minum sedangkan musuh tidak‛. Nabi Muhammad Saw. menerima dengan 
baik saran H}uba>b dan bergerak menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh H}uba>b.
72
 
2) Perjanjian Hudaybiyah 
Pada tahun ke tujuh setelah Nabi Muhammad Saw. menetap di Madinah 
disertai oleh sekitar seribu empat ratus pengikut berangkat ke daerah untuk 
mengunjungi Baitullah.73 Tetapi maksud tersebut dihalangi oleh orang-orang 
Quraisy Makkah, meskipun Nabi Muhammad Saw. sudah berkali-kali 
menjelaskan maksud beliau dan para pengikutnya hanya untuk umrah, dan 
segera kembali ke Madinah setelah ibadah selesai. Memperhatikan sikap 
orang Makkah yang demikian, Nabi Muhammad Saw. dan kaum muslim 
berhenti di Hudaybiyah di selatan kota Makkah dan mengadakan perundingan 
dengan orang Makkah. Satu sama lain saling mengirim utusan.
74
 Perundingan 
berlangsung berhari-hari tanpa mencapai keputusan, orang-orang Makkah 
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meskipun berhasil diyakinkan bahwa maksud memasuki Makkah semata-
mata untuk ibadah, tetapi hal itu tetap akan menimbulkan kesan di kalangan 
suku-suku Arab yang lain bahwa orang-orang Quraisy sudah terkalahkan oleh 
orang Islam, yang berarti hancurnya kehormatan orang Quraisy. Sebaliknya 
jika tetap menghalangi orang Islam memasuki Makkah untuk beribadah juga 
akan menimbulkan kesan yang tidak menguntungkan mereka, oleh karena 
setiap tahun musim haji, Makkah khususnya Ka’bah terbuka bagi penziarah 
dari seluruh penjuru Arabia. Akhirya dicapai kesepakatan dengan ditanda 
tanganinya perjanjian Hudaybiyah yang antara lain mengatakan bahwa Nabi 
Muhammad Saw. dan para pengikutnya tidak jadi masuk ke Makkah tahun 
ini, tetapi orang Quraisy berjanji akan mengizinkan orang-orang Islam datang 
ke Makkah pada tahun berikutnya dan tinggal di sana selama tiga hari tanpa 
senjata selain pedang yang tetap pada sarungnya. 
Berbeda dengan peristiwa penentuan posisi pada perang Badar, dalam 
proses perumusan naskah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad Saw. 
mengambil kebijaksanan atau sikap dengan mengabaikan pendapat dan 
keberatan banyak sahabat. Semua orang yang sedianya siap bertempur untuk 
menyerang kota Makkah, telah menerima pendapat Rasulullah Saw. penuh 
keikhlasan dan kesadaran serta percaya bahwa Nabi Muhammad Saw. 
tidaklah berbuat demikian melainkan karena adanya pengarahan dari langit 
berupa wahyu yang turun.
75
 
3) Masalah Tawanan Perang Badar 
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Setelah Perang Badar dan pasukan Islam pulang ke Madinah dengan 
membawa tujuh puluh tawanan, di antara mereka terdapat sejumlah keluarga 
Nabi Muhammad Saw. seperti `Abbas, paman Nabi Muhammad Saw. dan A`qil 
ibn Abi T}alib saudara kandung `Ali ibn Abi T}alib. Beliau bermusyawarah 
dengan para sahabat. Abu Bakar menyatakan, ‚Bukankah mereka itu berasal 
dari suku Nabi Muhammad Saw. bahkan keluarga Nabi?‛. Karena itu, ia 
mengusulkan untuk dilepas dengan memberikan imbalan tebusan. Tetapi 




Dari dua pendapat itu, Nabi Muhammad Saw. menerima pendapat 
pertama, dan kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad Saw. memberikan 
hak untuk memilih, membunuh atau membebaskan para tawanan dengan 
imbalan tebusan karena umat Islam waku itu serba kekurangan, maka jangan 
sampai tawanan dilepas tanpa tebusan (fida>’).77 Mendengar petunjuk 
tersebut, para sahabat  melepaskan tawanan mereka dengan meminta tebusan 
sebesar seratus dua puluh dinar dan khusus kasus `Abbas, karena ia dianggap 
yang paling mampu, tebusan baginya sebesar dua ratus dua puluh dinar. Yang 
tidak membayar tebusan, kepada mereka yang pandai membaca dan menulis, 
diwajibkan mengajar penduduk Madinah; seorang tawanan mengajar sepuluh 
orang murid.
78
 Tidak lama kemudian turunlah ayat 67 surat al-Anfal yang 
membenarkan pendapat Umar. 
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‚Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 
melumpuhkan musuhnya di muka bumi . Kamu menghendaki harta benda 
duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan 
Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana‛.79 
 
4) Perlakuan terhadap Jenazah Abdullah ibn Ubay ibn Salul 
Ketika seorang tokoh utama kelompok munafik, Abdullah ibn Ubay ibn 
Salul meninggal dunia, seorang anaknya menghadap kepada Nabi Muhammad 
Saw. dan memohon kepada beliau untuk menyembahyangi jenazahnya, lalu 
Nabi Muhammad Saw. menyatakan bersedia menerima permohonan itu.
80
 
Mendengar hal ini dan mengingat perbuatan Abdullah ibn Ubay ibn Salul 
semasa hidupnya yang banyak merugikan Islam bahkan merugikan Nabi 
Muhammad Saw. sendiri, `Umar ibn Khaththab menentang dan mengingatkan 
Nabi Muhammad Saw. akan firman Allah dalam surat al-Tawbah ayat 80 
yaitu; 
‚Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun 
bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohon ampun bagi 
mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun 
kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik‛. 
Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada faidahnya meminta ampun orang- 
orang munafik, dan meskipun diminta ampun sampai tujuh kali pun Allah 
tidak akan mengampuninya. Nabi Muhammad Saw. tetap dengan 
pendiriannya dan tetap menyembahyanginya. Kemudian turunlah ayat 84 
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surat al-Tawbah yang melarang Nabi Muhammad Saw. menyembahyangi 
jenazah orang-orang munafik, yaitu; 
‚Dan janganlah sekali-kali kamu menyembahyangkan (jenazah) seorang 
yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. 
Sesungguhnya mereka telah kafir kepa Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
mati dalam keadaan fasik‛. 
Dari beberapa contoh bentuk musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah 
Saw, tampak bahwa Rasulullah Saw. berusaha untuk selalu mengajak para 
sahabat mendiskusikan segala sesuatu secara bersama dan Rasulullah Saw. 
selalu menghormati pendapat para sahabat. Menyangkut mekanisme 
musyawarah, ternyata Rasulullah tidak pernah meletakkan sebuah fondasi 
yang baku dari sebuah mekanisme penerapan musyawarah. Nabi Muhammad 
Saw. tidak mempunyai bentuk dan sistem serta mekanisme pengambilan 
keputusan tertentu. Rasulullah Saw. mengembalikan mekanisme musyawarah 
sesuai dengan tuntunan zaman dan kebutuhan mereka.
81
 Hanya saja 
keputusan yang dihasilkan dari sebuah proses musyawarah tetap berpegang 
teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti, keadilan, persamaan dan 
prinsip kebebasan. 
 
C. IJMA’  SEBAGAI DASAR HUKUM KETIGA SHU>RA> 
Di samping berpegang kepada al-Qur’an dan Sunnah yang mewajibkan 
shu>ra>, kaum Muslimin sepanjang zaman telah sepakat mengenai wajibnya 
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shu>ra>.82 Meskipun dalam sejarah sering terjadi berbagai penyelewengan, yang 
mengenyampingkan shu>ra> dalam proses pemilihan penguasa, justru 
memperkuat komitmen ulama dan umat Islam untuk berpegang teguh kepada 
asas shu>ra>, dan semakin kuatnya komitmen terhadap implementasi shu>ra>. 
Kesepakatan (ijma’’ `) umat tentang kewajiban shu>ra> bukanlah hal yang 
baru,
83
 karena shu>ra> merupakan prinsip pertama yang telah disepakati dan 
diterapkan oleh para sahabat, setelah Nabi Muhammad Saw. wafat yaitu pada 
peristiwa Thaqifah Bani Sa’`idah. Begitu Rasulullah Saw. wafat, para sahabat 
berkumpul di Thaqifah Bani Sa’`idah untuk bermusyawarah mengenai apa 
yang harus dikerjakan dalam mengatur negara Madinah dan mejaga 
kepentingan umat Islam setelah wahyu terhenti dengan wafatnya Nabi 
Muhammad Saw.. Dalam hal ini, para sahabat telah berusaha sungguh-
sungguh agar persoalan yang sangat krusial ini dapat diselesaikan dan 
disepakati sebelum jenazah Rasulullah dimakamkan, demi menjamin 




Historical precedent (peristiwa sejarah) inilah yang pertama kalinya 
mempraktekkan prinsip shu>ra>, dan sidang pertama yang menghasilkan 
ketetapan-ketetapan kolektif sepeninggal Rasulullah Saw. Oleh karena itu, 
para ulama sepakat bahwa ijma’’` yang dihasilkan melalui shu>ra> dalam proses 
sidang ini menguatkan dan menjelaskan kewajiban shu>ra> dan 
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keuniversalannya yang telah ditetapkan dasarnya dalam al-Qur’an dan 
Hadith.
85
 Historical precedent ini menjelaskan kepada kita, hubungan antara 
shu>ra> dan ijma’’` merupakan salah satu bentuk shu>ra>. Dalam hal ini ijma’’ `
merupakan kesepakatan yang dihasilkan melalui shu>ra> dalam mebuat sebuah 
keputusan secara kolektif. Bahkan sebagian ulama’ menyatakan bahwa: 
‚sebenarnya yang dimaksud dengan ijma’ ` adalah shu>ra>, karena jika shu>ra> 
tidak menghasilkan ijma’’` secara sempurna, maka musyawarah tersebut harus 
menghasilkan ketetapan mayoritas‛. Mereka menamakan hal ini sebagai 
‚ijma’`’ jumhu>r‛. Dengan demikian, harus dikatakan bahwa shu>ra> bisa selesai 
dengan ijma’` sempurna atau ijma’` jumhur.86 Hanya saja banyak di antara ahli 
fikih dan penulis kita menentukan bahwa yang dimaksud dengan ijma’` ialah 
bentuk yang sempurna darinya, yaitu ijma’ ` yang komprehensif bagi umat 
atau suatu hukum yang telah disepakati oleh seluruh anggota. Dan ketika 
mereka menyebut kata-kata ijma’`, maka yang mereka maksud ialah apa-apa 
yang keluar (sebagai keputusan) dari umat Islam seluruhnya atau dari seluruh 
orang-orang yang mampu berijtihad, yang mewakilinya dalam mengambil 
hukum fikih, bahkan juga mewakili khalayak ramai karena merekalah yang 
mengaku imamah para mujtahidin dalam fikih, dan menetapi pendapat 
mereka tanpa paksaan. Oleh sebab itu, bahyak orang yang ketika berkata 
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tentang ijma’ `, dimaksudkan bahwa ijma’ ` adalah kesepakatan umat atas suatu 
hukum shara’.87 
Sebenarnya jumhur fuqaha’ (para ahli fikih) tidak suka berbicara tentang 
ijma’ `, kecuali ketika sedang membicarakan ketetapan-ketetapan yang keluar 
dengan penentuan hukum-hukum fikih. Oleh karena fikih itu, menurut 
pendapat mereka, adalah ilmu furu’` (cabang-cabang hukum Islam), maka 
biasanya mereka tidak menyebut dari contoh-contoh ijma’ `, kecuali apa-apa 
yang mengandung hukum-hukum furu’` tentang waris, wasiat, pidana atau 
kriminal, dan lain-lainnya. 
Dengan demikian, mereka tidak menuturkan ijma’` mengenai prinsip- 
prinsip fundamental atau universal, karena tentunya mabda’-mabda’ pada 
dasarnya diambil dari al-Qur’an. Kalau sampai terjadi ijma’ ` berkenaan 
dengan yang akhir ini, maka tidak lain hanyalah mengokohkan atau 
mengulang-ulang suatu mabda’ yang jelas sudah ditetapkan oleh al-Qur’an 
dan sunnah. Artinya, ijma’ ` itu ijma’ ` kashi>f (mengungkap fakta) bukan 
munshi>’ (pembuat hukum). Inilah kondisi yang dihadapi berkenaan dengan 
mabda’ shu>ra> karena ia ditetapkan oleh nas}-nas} yang tegas, jelas, dan pasti 
dalam al-Qur’an dan sunnah.88 Maka menyandarkan ijma’ ` kepada sumber-
sumber shu>ra >berarti mengusahakan sesuatu yang sudah berhasil, tidak 
membutuhkan penjelasan dalam kitab-kitab fikih.
89
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Sesungguhnya ijma’ ` yang terjadi pada Peristiwa Saqifah merupakan 
pelaksanaan praktis bersejarah bagi shu>ra>dan bagi ijma’` sekaligus, setelah 
Nabi Muhammad Saw. wafat. Oleh karena itu, ijma’ ` mengandung banyak 
ketetapan yang berbentuk legislasi konstitusional dan ketetapan-ketetapan 
lain yang berbentuk politik. Di antaranya sebagai berikut
90
: 
1. Prinsip konstitusional pertama yang diambil dalam peristiwa Thaqifah 
ialah bahwa urusan-urusan kaum muslim harus dimusyawarahkan di 
antara mereka dengan segala konsekuensinya, seperti kebebasan dalam 
mengeluarkan pendapat, mendiskusikan pendapat-pendapat orang lain, 
persamaan di antara seluruh individu masyarakat dalam mengambil 
hak shu>ra> berikut apa-apa yang diperlukan (kebebasan berpendapat, 
mengambil hak dalam menentukan ketetapan yang berkaitan dengan 
urusan umum). Dan bahwa pengangkatan ulil amri atau penguasa 
adalah salah satu obyek yang harus diselesaikan dengan musyawarah, 
dan harus komitmen dalam ketetapan yang dikeluarkan setelah shu>ra> 
baik dihasilkan dengan suara bulat atau dengan suara terbanyak. 
2. Kalau tidak bisa dicapai dengan suara bulat maka ketetapan-ketetapan 
diambil dari suara terbanyak dalam shu>ra>. Artinya, pendapat 
mayoritaslah yang harus diambil. Dengan demikian minoritas harus 
menetapinya sebagai kesepakatan jumhur, karena pendapat mayoritas 
atau jumhur itu yang menampilkan pendapat jama’ah dalam shu>ra>. 
Inilah yang berlaku dalam sistem-sistem demokrasi sekarang. 
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3. Ketetapan politik penting yang diambil dalam peristiwa Thaqifah 
adalah pengangkatan khalifah pertama, Abu> Bakar al-S}iddi>q, untuk 
menjadi kepala negara Islam pertama sepeninggal Nabi Muhammad 
Saw. Yang menjadi sebab pentingnya ialah bahwa hal itu terjadi 
sesudah dialog bebas, di mana setiap kelompok mengeluarkan 
pendapatnya, dan semua orang ikut berdiskusi hingga mereka mencapai 
kesepakatan mencalonkan Abu Bakar. Kemudian pada hari berikutnya 
diumumkan di depan kaum muslim di Masjid Rasulullah. Akhirnya, 
mereka pun menetapkannya dan terjadilah baiat kepada beliau.
91
 
4. Kalaupun orang-orang yang berkumpul di Saqifah itu bukan seluruh 
penduduk Madinah, namun mereka adalah ahl al-h}all wa al-‘ `aqd dan 
mereka ahli dalam berijtihad sebagai pembesar-pembesar sahabat dari 
kaum Muhajirin dan Anshar. Dengan demikian, ditetapkanlah mabda 
konstitusional lain yang penting, yaitu ahl al-h}all wa al-‘`aqd mewakili 
umat dalam mempraktikkan shu>ra> dalam menentukan pemimpin. 
Sidang Thaqifah berikut ketetapan- ketetapannya merupakan 
pengalaman pertama yang sukses untuk mengeluarkan seluruh prinsip 
ini, bahkan untuk mengokohkannya, sebab dalam sidang tersebut 
mereka telah bersandar kepada prinsip shu>ra> yang telah ditetapkan oleh 
al-Qur’an dan diperkuat oleh sunnah, sebagaimana mereka telah 
bersandar kepadanya dalam memilih khalifah pertama. Kemudian 
sidang ini telah mengokohkan bahwa shu>ra> itu memiliki pengertian 
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umum dalam segala masalah konstitusional, fiqhiyah, dan politik. 
Maka, shu>ra> memiliki ruang lingkup kerangka yang lebih luas, karena 
wajib dipraktikkan di seluruh masalah legislasi dan konstitusi, belum 
lagi ketetapan dan eksekutif.
92
 
Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa mabda’ (prinsip) shu>ra> 
sebagai dasar dari sistem masyarakat dan negara memiliki makna yang khas 
dan terpisah dari makna demokrasi dalam terminologi kekinian. Hanya saja 
yang menjadi menarik untuk dikemukakan adalah ketika Muhammad Rashi>d 
Rid}a> berpendapat bahwa antara shu>ra> dan demokrasi tidak berbeda secara 
substansial. Rashi>d Rid}a> menyatakan bahwa antara shu>ra> dan demokrasi 
secara substansial tidak berbeda. Ia menandaskan bahwa kalau demokrasi 
didefinisikan sebagai gambaran dari kekuatan rakyat, maka hal tersebut tidak 
asing bagi shu>ra>. Karena shu>ra> itu sendiri mengedepankan prinsip persamaan 
dan menghilangkan perbedaan kelas dan strata sosial dalam masyarakat. 
Bahkan Rashi>d Rid}a> menyatakan bahwa demokrasi yang sebenarnya hanya 
pernah terjadi di kalangan Islam (al-dimuqra>t}iyyah al-h}aqi>qiyyah la> tathbut 
illa> li al-Isla>m).93 
Hal ini dapat dilihat dari sejarah kepemimpinan masa Khulafa' al-
Ra>shidi>n yang menerapkan sebuah tatanan seperti republik demokratis dalam 
terminologi modern. Eksistensi shu>ra> itu sendiri telah menghapus kelas sosial 
masyarakat, mengikat penguasa dengan undang-undang. Melalui proses 
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musyawarah, terpilih seorang pemimpin negara republik sebagai bentuk dari 
aspirasi dan refresentasi umat. Berdasarkan hal ini, berarti khilafah adalah 
niyabah (institusi perwakilan) dan khalifah adalah naib (yang mewakili).94 
Indikasi inilah menurut Rashi>d Rid}a> yang membuktikan antara shu>ra>dan 
demokrasi tidak selalu bertentangan. Hanya saja yang terpenting menurut 
Rashi>d Rid}a> adalah tawfiq atau kompromi antara prinsip-prinsip shu>ra> dan 
prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fahmi H}uwaydi 
bahwa penggabungan antara shu>ra>> dan demokrasi merupakan bagian dari 
persoalan dunia yang tidak terelakkan.
95
 Karena hal tersebut dianggap 
sebagai sistem paling relevan di zaman modern ini. Ini mungkin terlihat 
paradoks. Namun bisa dipahami karena bagi seorang Rashi>d Rid}a> yang hidup 
di zaman di mana situasi politik menuntut pendekatan berbeda; ketika Islam 
bukan faktor dominan setelah perang dunia kesatu. Komitmennya yang kuat 
pada Islam memaksanya mempertahankan Islam melawan kelompok 
berorientasi modernis sekular yang cenderung pada westernisasi. Walaupun 
awalnya ia termasuk salah seorang dari lingkaran intelektual reformis, ia 
dalam perkembangan selanjutnya menjadi seorang ideolog yang terikat pada 
idealisme tradisional dari pada semangat reformis praktis. 
Penisbatan shu>ra> dengan demokrasi sendiri menjadi topik diskusi panjang 
antara para ulama. Banyak pemikir muslim kontemporer yang secara aktif 
berupaya mendefinisikan demokrasi Islam sebagai wujud dari kebangkitan 
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agama. Kedua proses ini akan bertentangan kalau demokrasi didefinisikan 
secara singkat dan dianggap berjalan efektif jika pranata-pranata 
sebagaimana pola Eropa Barat dan Amerika diterapkan atau prinsip utama 
Islam didefinisikan secara kaku. Dalam persfektif Islam, sistem demokrasi 
masih menjadi persoalan kontroversial dan menjadi perdebatan aktual dan 
intensif.
96
 Dalam hal ini, pemikir Islam terbagi menjadi tiga kelompok. Yaitu 
menerima seluruh konsep demokrasi, menolak demokrasi, dan kelompok 
menerima prinsip dasarnya serta mengakui adanya perbedaan antara shu>ra>dan 
demokrasi.  
Reinterpretasi dan reorientasi terhadap substansi demokrasi dan 
relevansinya dengan shu>ra> telah banyak dilakukan para teoritikus yang 
menerima gagasan demokrasi, tetapi berbeda dari makna sesungguhnya dari 
kata itu. Fahmi H}uwaydi mengungkapkan bahwa penafsiran tersebut 
dibangun atas dasar konsep shu>ra> (musyawarah) dalam al-Qur’an yang telah 
mapan dan secara inheren ia berwatak demokratis.
97
 Bukan hanya karena 
adanya prinsip musyawarah tapi dilaksanakannya konsep ijtihad (pemikiran 
independen) dan ijma’’ (konsensus). Hemat kami, paradigma tersebut 
(pemikiran tentang aplikasi sistem demokrasi) bukanlah penemuan dalam 
kategori bid’ah d }alalah. Kalau untuk menghindarkan hukum Islam dari 
tuduhan kaku (tidak fleksibel) ada pada wacana para ahli hukum dalam 
kondisi tertentu, maka pemikiran politik Islam juga dihindarkan dari tuduhan 
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‚otokrasi‛ dengan ‚keharusan‛ pemerintahan mengadakan musyawarah dan 
memerintah berdasarkan kesepakatan. Abbas Mah}mud al-‘Aqqa>d dalam 
bukunya al-Dimuqra>t}iyyah Fi> al-Isla>m menyatakan bahwa hal tersebut 
merupakan tindakan responsif bahwa pemikiran demokrasi telah dimunculkan 
Islam dalam sejarah kehidupan manusia.
98
 
Untuk mengetahui lebih lanjut unsur-unsur dan karekteristik terpenting 
yang dikandung oleh demokrasi dan sistem yang ada dalam Islam. Dalam  
konotasi bahwa Islam -dari segi politik dan demokrasi- memiliki persamaan 
dan perbedaan. Di antara persamaan shu>ra> dan demokrasi adalah:99 Pertama, 
kalau dilihat dari idea kontak antara umat dengan penguasa dan tanggung 
jawab kekuasaan, tidak saja mirip, tetapi justru seluruh nilai-nilai positif 
demokrasi ada pada Islam.
100
 Kedua, jika yang dimaksud dengan demokrasi 
adalah sistem yang memiliki beberapa komponen-komponen seperti adanya 
konsep politik, konsep sosial tertentu seperti konsep egalitarianisme, 
kebebesan menganut kepercayaan, mewujudkan keadilan sosial, kebebasan 
berfikir, hak mendapatkan pekerjaan, jaminan atas hak-hak orang lain, tidak 
diragukan seluruh prinsip tersebut terwujudkan dan terjamin dalam Islam. 
Ketiga, jika demokrasi seperti didefinisikan Lincoln yaitu pemerintahan 
rakyat, melalui rakyat dan untuk rakyat, hal tersebut terakomodir dalam 
sistem pemerintahan Islam dengan keharusan memahaminya secara 
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komprehensif. Keempat, kalau dimaksud dengan demokrasi adalah sistem 
pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif), hal tersebut ada 
sistem pemerintahan Islam. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan 
tertinggi dalam sistem demokrasi terletak dalam diri umat secara kolektif dan 
terpisah dari kekuasaan imam atau pemimpin negara. Pembuatan undang-
undangan dalam Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadith, ijma’’, dan 
ijtihad. Dengan demikian, pembuatan hukum terpisah dari imam. Kedudukan 
hukum lebih independen dari imam (kepala negara) bahkan lebih tinggi, 
karena imam terikat dengan undang-undang kekuasaan. Imam hanyalah 
sebatas pemimpin kekuasaan ekskutif. Institusi pengadilan dalam Islam 
bersifat independen, karena tidak hanya menetapkan hukum berdasarkan 
pendapat kepala negara, tetapi ia terikat dengan shariat.
101
 
Adapun perbedaan antara sistem shu>ra> dengan sistem demokrasi dapat 
dilihat dari beberapa aspek. Pertama, yang dimaksud dengan istilah rakyat 
dan umat dalam terminologi demokrasi modern adalah rakyat yang hidup 
dalam lingkup teritorial, geografis, pada wilayah-wilayah tertentu dan 
disatukan oleh ikatan darah, ras, bahasa dan tradisi yang sama. Atau dalam 
pegertian demokrasi sinonim dengan pemikiran nasionalisme atau rasialisme 
yang cenderung kepada fananatisme kelompok.
102
 Dalam terminologi Islam, 
umat adalah suatu kumpulan yang diikat oleh ikatan akidah. Setiap muslim 
merupakan bagian dari daulah Islamiyah.
103
 Karena ikatan darah, ras, tempat 
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atau bahasa merupakan ikatan sintetik dan bersifat temporal. Pandangan 
Islam adalah humanisme dan orientasinya adalah universal. Hal tersebut 
menjadi urgen untuk mewujudkan kepentingan umum. Jika ada ikatan-ikatan 
lain berupa kesatuan negara, asal daerah dan bahasa dan lain sebagainya, 
disamping ikatan dasar yaitu ikatan akidah, maka hal itu menjadi penegas 
keberadaan umat dan timbulnya supremasi negara.
104
 
Kedua, demokrasi Barat modern memiliki orientasi materi-duniawi dan 
berpretensi untuk mewujudkan kebahagian rakyat warga negaranya di dunia 
ini. Dalam sistem Islam atau demokrasi Islam, di samping mencakup tujuan-




Ketiga, kekuasaan umat (rakyat) dalam demokrasi Barat bersifat mutlak. 
Umat (dalam hal ini lembaga perwakilan) adalah pemegang kedaulatan 
tertinggi (yang menetapkan undang-undang dan yang menghapusnya).
106
 
Dalam sistem Islam, kekuasaan umat tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh 
syariat. Jika Islam melegitimasi adanya kedaulatan rakyat secara universal, 
kedaulatannya itu harus berlandaskan kepada al-Qur’an dan hadith. Karena 
salah satu karakteristik aspirasi umat adalah tidak melenceng dari kebenaran 
(al-Qur’an dan hadith).107 Dalam konteks umat, pengertian kekuasaan umat 
adalah kekuasaan yang direpresentasikan kepada ulil amri Mereka ini adalah 
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ahl al-h}all wa al-`’aqd. Berdasarkan hadith Nabi Muhammad Saw. bahwa la 
tajtami`u ummati fi d}ala>lah, menunjukkan bahwa begitu luasnya otoritas dan 
eksistensi kelompok ini hingga bahkan mereka memiliki wewenang untuk 
memberhentikan pemimpin dari jabatannya.
108
 
Dengan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara demokrasi 
Barat dan sistem Islam, secara umum dapat dikatakan bahwa secara 
substansial antara kedunya tidak berbeda. Pendapat bahwa demokrasi 
merupakan hukum bagi rakyat, oleh rakyat, tidak menimbulkan pengertian 
akan penolakan pembuat hukum hakiki adalah Allah (sebagaimana dalam 
pemahaman golongan Khawarij, ‚la> h}ukm illa> lilla>h: tidak ada hukum kecuali 
milik Allah). 
Realita di atas mendorong kami untuk menyimpulkan bahwa gagasan 
tentang demokrasi Islam lebih memandang terhadap kemaslahatan umat 
dewasa ini di tengah wacana globalisasi. Karena demokrasi Islam hanya pra 
kondisi. Demokrasi Islam seperti yang ditawarkan Fahmi H}uwaydi 
merupakan suatu kritik implisit terhadap kegagalan negara Mesir dalam 
menutupi kebutuhan-kebutuhan warga negara.
109
 
Masalah utama dalam perubahan besar ini adalah bagaimana menerapkan 
konsep dan struktur Islam ke dalam realitas sosial politik modern yang 
notabene telah terpengaruh Barat. Upaya semacam ini mengambil berbagai 
bentuk. Upaya-upaya intelektual untuk membangun suatu "modernisme 
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Islam" berakar pada abad kesembilan belas dalam karya tokoh-tokoh 
semacam Muhammad Abduh di Mesir dan Ahmad Khan di India. 
Modernisme Islam akhirnya menjadi madhhab teologi yang dominan di dunia 
Islam abad keduapuluh. Ia memberi landasan intelektual yang fleksibel bagi 
artikulasi ideologi-ideologi alternatif semacam sosialisme Islam dan 
demokrasi Islam. 
Adalah penting untuk tidak memandang tradisi Islam dalam lingkungan 
yang terisolasi. Pengalaman kaum muslim mempunyai banyak kesamaan 
dengan perkembangan pranata-pranata yang dibangun di atas tradisi Yunani 
dan Kristen. Hubungan Islam dan demokrasi paling tepat dipahami dalam 
perspektif yang meninjau konteks demokratisasi global sekaligus konsep dan 
pengalaman khas kaum Muslim. 
 
































IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 100/PUU-XIII-2015 TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL SERTA 
IMPLEMENTASI SHU>RA> DAN AHL AL-H}ALL WA AL-’AQD  DALAM 
SISTEM PEMERINTAHAN 
 
A. Implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 Tentang Pemilihan 
Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal  
1. Latar Belakang Putusan 
Pemilihan kepala daerah secara serentak yang pertama kalinya 
direncanakan digelar pada 9 Desember 2015 mengharuskan Komisi Pemilihan 
Umum untuk menyusun, mengatur dan menjadwal tahapan demi tahapan guna 
suksesnya perhelatan tersebut. Termasuk pendaftaran bakal calon hingga 
penetapan calon peserta pemilihan kepala daerah setempat.  
Pasca berakhirnya batas akhir waktu pendaftaran bakal calon, beberapa 
daerah ditengarai terancam tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan kepala 
daerah sampai tahun 2017 dengan alasan yang belum pernah terpikirkan 
sebelumnya, ketiadaan minimal dua pasangan calon yang ikut berkompetisi di 
pemilihan kepala daerah. Bagi pasangan calon yang telah mendaftar 
sebelumnya, tentu merasakan kerugian sebab ia harus kembali mengatur 
rencana dan strategi pemenangan kedua kali. Bagi masyarakat daerah 
setempat, penundaan ini tentu sangat berdampak pada roda pembangunan, 
sebab mereka akan dipimpin oleh pelaksana tugas yang tidak mereka kenal 
dan sudah barang tentu tidak seleluasa kepala daerah definitif hasil pilihan 

































masyarakat. Maka jalan demi jalan untuk menggagalkan penundaan tersebut 
pun dilalui, termasuk pengujian terhadap pasal pada undang-undang yang 
bersangkutan di Mahkamah Konstitusi.  
Induk register perkara di Mahkamah Konstitusi mencatat adanya beberapa 
permohonan uji materi undang-undang dengan maksud dan tujuan yang secara 
inti sama-sama menghendaki tidak adanya penundaan pemilihan kepala 
daerah dengan pemohon berbagai pihak, mulai dari  masyarakat biasa, calon 
peserta pemilihan kepala daerah, hingga pemerhati dan akademisi. 
Permohonan pertama dilakukan oleh sekumpulan warga sipil yang merasa 
terancam dirugikan dengan tertundanya pemilukada di Surabaya disebabkan 
sampai tanggal diajukannya permohonan tak kunjung ditemukan calon 
pasangan lain yang mendaftar selain pasangan incumbent. Dalam permohonan 
yang diterima di kepaniteraan MK tertanggal 31 Juli 2015 dengan nomor 
permohonan 197.1/PAN.MK/2015 ini, pemohon mengajukan uji materi 
terhadap pasal 49 ayat (9), pasal 50 ayat (9), pasal 51 ayat (2), sepanjang frasa 
paling sedikit 2 (dua), pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit dua (2), 
pasal 54 ayat (4), dan pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Pemilukada No. 08 
Tahun 2015. Sayangnya, permohonan tidak dapat diterima dengan dalih 
bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon 
pasca munculnya calon pasangan lain dalam pemilukada di Surabaya 
sebagaimana ditetapkan oleh KPU Surabaya. 
Permohonan uji materi selanjutnya yang terdaftar dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015 dengan pokok permohonan 

































yang sedikit banyak mempunyai kesamaan dengan sebelumnya, pun pada 
akhirnya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK dengan dalih bahwa 
pemohon yang menyebut dirinya sebagai calon wakil walikota Surabaya dan 
anggota DPRD Surabaya tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan 
permohonan di Mahkamah Konstitusi.  
Untuk ketiga kalinya, permohonan uji materi terhadap pasal-pasal dalam 
Undang-Undang Pemilukada No. 08 tahun 2015 berkaitan sepanjang frasa 
paling sedikit dua (2) kembali dimohonkan oleh Effendi Gazali. Dalam 
permohonannya, ia menyebut dirinya sebagai pihak yang menurut penalaran 
wajar secara pasti akan terjadi berpotensi mengalami kerugian jika sampai 
tertundanya tahapan pemilihan kepala daerah. Selain itu, permohonan yang 
diajukan pada tanggal 06 Agustus 2015 ini juga mengajukan permohonan 
pemeriksaan prioritas dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan bisa 
dilaksanakan pada Pemilukada serentak 09 Desember 2015. Pada akhirnya, 
tepat pada tanggal 28 September 2015, melalui putusan MK No. 100/PUU-
XIII/2015, majelis hakim MK menyatakan mengabulkan permohonan 
pemohon untuk sebagian yang berarti dapat terlaksananya Pemilukada meski 
hanya diikuti satu pasang calon.   
  
2. Ikhtisar Putusan 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan 
yudikatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi 

































adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memperhatikan hierarki 
perundang-undangan di mana kedudukan UUD 1945 menempati posisi teratas 
yang ini berarti bahwa semua produk hukum di bawahnya tidak boleh 
bertentangan dengannya. 
Untuk menjamin hal tersebut, Undang-undang juga mengatur bahwa 
siapapun yang mendapati adanya pertentangan antara undang-undang dengan 
UUD 1945 dapat dan berhak mengajukan permohonan uji materi di hadapan 
Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa 
pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a.) perorangan warga negara 
indonesia, b.) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c.) badan hukum 
publik atau privat, atau d.) lembaga negara. Menambahkan hal di atas, telah 
pula menjadi pendirian MK pasca putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bahwa 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 
harus memenuhi syarat-syarat yang berupa, a.) adanya hak dan/atau 
kewenangan konstitutional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, b.) hak 
dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, c.) kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) 
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar 

































dapat dipastikan akan terjadi, d.) adanya hubungan sebab-akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan pengujian, e.) adanya kemungkinan bahwa dengan 
dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan 
atau tidak lagi terjadi.  
Berangkat dari hal di atas, Effendi Gazali sebagai warga negara Indonesia 
yang diatur dan dilindungi hak-haknya oleh UUD 1945 mengajukan uji materi 
pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), pasal 51 ayat (2), 
pasal 52 ayat (2), pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 
Pemilukada No. 08 Tahun 2015 terhadap pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), 
pasal 28I ayat (2), serta yang amat terkait dengan pasal 1 ayat (1), pasal 27 
ayat (2), pasal 28H ayat (1), pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal yang 
diuji materikan tersebut lebih lengkapnya berbunyi; 
Pasal 49 ayat (8),  
“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 
(dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama                  
10 (sepuluh) hari.” 
 
Pasal 49 ayat (9), 
“KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan 
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).” 
 
Pasal 50 ayat (8),  
“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 
(dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.” 


































Pasal 50 ayat (9), 
“KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon 
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).” 
 
Pasal 51 ayat (2), 
“Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.” 
 
Pasal 54 ayat (4), 
“Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon 
sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan 
calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 
membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 
(tujuh) hari.” 
 
Pasal 54 ayat (5), 
“Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya 
Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan 
calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan 
calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.” 
 
Pasal 54 ayat (6), 
“Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya 
Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 
(dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 
(empat belas) hari.” 
 
Pasal-pasal di atas kemudian diturunkan menjadi (sebagai bagian  
“Mengingat”) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, yang 
antara lain berisi:  
Pasal  89 ayat (1):  Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran 
Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada 

































Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling  
lama 3 (tiga) hari.  
Pasal 89 ayat (4):  Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan 
masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada 
Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan 
keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada 
Pemilihan serentak berikutnya.  
Pasal 89 A ayat (1):  Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan 
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak  ada atau hanya 1 
(satu) Pasangan Calon yang  memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP 
Aceh atau  KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran 
Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.  
Pasal 89 A ayat (3):  Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan 
kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu)  Pasangan Calon atau 
tidak ada Pasangan Calon  yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 
menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan 
diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.  
Pasal 91 ayat (1): Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta 
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan 
jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP 

































Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota  menunda pelaksanaan penetapan 
Pasangan Calon peserta Pemilihan. 
Menurut Efendi Gazali sebagai pemohon, pasal-pasal dan ayat-ayat di atas 
sudah akan dan berpotensi menghilangkan hak konstitusionalnya serta warga 
negara lainnya sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945;  
Pertama, pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di  hadapan hukum. Pasal tersebut juga sejalan 
dengan pasal 28I  ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang 
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu.  
Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya 
hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas tidak mendapat 
pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibandingkan dengan warga negara 
yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari 
satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Warga negara yang tinggal di daerah 
yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon 
terdaftar di KPUD jelas mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan 
warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya 
memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Sangat perlu 
diperhatian bahwa: ketidakpastian hukum  dan perlakuan diskriminatif ini bisa 

































terjadi sejak masa pendaftaran pasangan calon maupun hingga tahap verifikasi 
selanjutnya.  
Kedua pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini 
diperkuat dengan UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu di 
Pasal 43 yang menyatakan:  Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih 
dalam Pemilu. Dengan demikian, warga negara yang tinggal di daerah yang  
pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di 
KPUD, jelas mengalami kerugian hak memilih, yang tidak hanya bisa tertunda 
satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali dalam kondisi tidak menentu.  
Yang juga amat merugikan adalah, ketika pemilihan kepala daerah harus 
ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak 
sampai 14 bulan (misal antara Desember 2015 ke Februari 2017), maka warga 
negara di daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang 
secara umum atau secara psikologis tidak dapat  atau tidak mau membuat 
keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah. Atau setidaknya 
dapat dinyatakan "Pembangunan di daerah tersebut tidak dipimpin oleh 
Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang 
jelas Visi dan Misi serta Programnya telah diketahui oleh rakyat melalui 
Proses Pemilihan Kepala Daerah". Maka Hak-Hak Konstitusional warga 
negara berpotensi mengalami kerugian, sedikitnya ketidaksinambungan 
pembangunan yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis, padahal 

































berbagai pasal dalam UUD 1945 jelas mengatur Hak Konstitusional Warga 
Negara yang harus berlangsung berkelanjutan serta tidak boleh mengalami 
perlambatan dan diskriminasi dibanding warga negara yang tinggal di daerah 
lain (yang pemilihan kepala daerahnya  tetap dapat dilangsungkan). Di 
antaranya: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28H ayat (1) 
UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap 
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia. Dan beberapa Hak Konstitusional yang 
tetap harus berkelanjutan dan tidak boleh didiskriminasi lainnya.  
Sebagai contoh, dalam bahasa langsung warga daerah yang mengalami hal 
tersebut di atas, terdapat kutipan Ryzkian Ariandi (24), tenaga pengajar 
Rumah Bahasa, lembaga kursus bahasa asing gratis milik Pemkot Surabaya 
(Kompas, 31 Agustus 2015, halaman 16): “Kalau pilkada tak jelas, kami juga 
resah, apalagi kalau akhirnya sampai ditunda gara-gara persoalan yang tidak 
penting. Surabaya akan dipimpin orang lain yang kami tidak kenal.”   
Masih dari kutipan yang sama, Ryzkian khawatir penjabat wali kota 
Surabaya tidak memiliki visi yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Ia 
khawatir berbagai program baik yang sudah dirintis terhenti. Dipimpin 

































seorang penjabat walikota, kata Ryzkian, ibarat membeli kucing dalam 
karung. Warga sama sekali tidak mengenal pemimpin tersebut. Berbeda 
dengan kepala daerah yang melalui rposes pilkada yang sudah dikenal ketika 
berkampanye. Kompas, pada edisi dan halaman yang sama, juga mengutip M. 
Irfan, tukang becak, yang mengatakan bahwa rakyat kecil hanya ingin 
memilih pemimpin dan berharap pemimpin itu bisa membawa kotanya lebih 
maju. “Saya tiak mau tahu soal ontran-ontran (gonjang-ganjing) yang terjadi,” 
katanya.  
Pada puncaknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak 
memiliki kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi 
menyebabkan tidak hanya kehilangan  hak pilih warga negara  tapi juga 
perlambatan  dan  ketidaksinambungan pembangunan suatu daerah (karena 
pemerintahan dipimpin  pelaksana tugas dan bukan pemimpin yang dipilih 
langsung oleh rakyat, yang dikenal visi, misi, dan programnya dalam proses  
pemilihan kepala daerah),  tidak hanya merugikan warga negara di daerah 
tersebut namun sebenarnya juga seluruh warga negara Indonesia, yang amat 
berpotensi terlibat dengan hasil-hasil pembangunan di seluruh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, misalnya hasil pembangunan dalam bentuk 
infrastruktur darat, laut, udara, fasilitas umum, dan sebagainya. Dengan 
demikian Pengujian UU 8/2015 terhadap UUD 1945 ini juga menjamin agar 
tidak terjadi kerugian warga negara sebagai  bangsa, dan bukan hanya 
kerugian warga negara di daerah tertentu yang Pemilihan Kepala Daerahnya 
tertunda atau tidak mengalami kepastian hukum atau terdiskriminasi; hal ini 

































sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 
Setelah majelis hakim mempertimbangkan kedudukan dan alasan 
pemohon, serta memperhatikan pula fakta persidangan berikut implikasi 
empirik sebagaimana disampaikan pemohon, maka majelis hakim memutus 
untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menolak untuk selain dan 
selebihnya.  
 
3. Implikasi Putusan  
Sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menguji 
konstitusionalitas undang-undang, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga 
merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final dan mengikat. Di lain sisi, keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sebagai “pengawal” konstitusi juga mengakibatkan bahwa setiap 
putusan yang mengabulkan permohonan pemohon, mempunyai legal standing 
yang sama kuat dengan keberadaan materi undang-undang yang dimohonkan 
pemohon.  
Dengan adanya putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 yang amar 
putusannya mengabulkan permohonan pemohon yang memohonkan uji materi 
terhadap pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), pasal 51 
ayat (2), pasal 52 ayat (2), pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-
Undang Pemilukada No. 08 Tahun 2015, ini berarti bahwa materi pada pasal-
pasal tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

































sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 
2003 jo. Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Dalam hal sebuah permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Mahkamah 
Konstitusi, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 
tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juga mengatur adanya keharusan 
untuk dimuat dalam lembar berita negara untuk selanjutnya jika permohonan 
tersebut berkaitan dengan pengujian terhadap undang-undang terhadap 
undang-undang dasar negara 1945, maka putusan tersebut harus disampaikan 
kepada DPR, DPD, Presiden dan mahkamah Agung. Jikapun sebuah putusan 
terhadap uji materi undang-undang tersebut menghendaki adanya perubahan 
terhadap undang-undang yang dimaksud, DPR atau presiden berkeharusan 




Pada tanggal 20 Oktober 2015, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga 
khusus yang diamanatkan oleh perundangan-undangan sebagai penyelenggara 
pemilu mengeluarkan sebuah peraturan nomor 14 tahun 2015 yang secara 
khusus mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan 
calon. Ini berarti bahwa secara praktik, penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah dengan hanya mengikutsertakan satu pasang calon telah dinyatakan 
konstitusional dan dapat dilaksanakan dalam gelaran pilkada serentak tahun 
2015.   
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 UU MK pasal 57 (3), 59 (1) (2). 

































B. Implementasi Shu>ra> Dan Ahl al-H}all Wa al-’Aqd Dalam Sistem 
Pemerintahan 
1. Implementasi Shu>ra> Dalam Sistem Pemerintahan 
Sistem kenegaraan yang benar adalah sistem yang menjadikan shu>ra> 
sebagai prinsip dasar dalam menentukan kebijaksanaan dan dalam mengambil 
keputusan yang menyangkut kepentingan umat secara luas. Kalau shu>ra> 
dijalankan dengan baik dan benar, pemerintah dalam hal ini pemegang 
otoritas kekuasaan akan berfungsi dengan baik serta dapat dihindari ekses-
ekses yang tidak diinginkan, seperti perselisihan, perpecahan dan sebagainya. 
Beberapa keistimewaan dari prinsip shu>ra> sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan, bahwa praktek shu>ra> yang melibatkan komponen masyarakat 
secara luas, peluang terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan 
keputusan lebih tipis dan resikonyapun lebih ringan bila dibandingkan dengan 
bertindak berdasarkan kepentingan individual. Bila komponen yang 
dilibatkan dalam proses musyawarah besar, pendapat dan ide yang 
mengemuka lebih variatif dan keputusan yang dihasilkan merupakan 
keputusan bersama.
2
 Dengan demikian implikasi yang timbul dari keputusan 
itu ditanggung bersama tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, serta tidak 
perlu ada yang merasa menang atau kalah.
3
 
Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan 
umum dan kepentingan rakyat dalam skala yang lebih luas dapat ditemukan 
jalan keluar dengan sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan 
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 Muh}ammad Rashi>d Rid}a>, al-Khila>fah Aw al-Ima>mah al ‘Uz}ma>, h. 199 
3
 Muh}ammad Abdullah al-Khat}i>b, al-Shu>ra> Fi al-Isla>m, h. 49 

































pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang 
kekuasaan negara supaya penguasa dalam mengambil suatu keputusan dapat 
mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana 
untuk kepentingan rakyat. 
Shu>ra>  pada hakikatnya adalah tanggung jawab bersama, ini berarti bahwa 
konsekuensi dari hasil kesepakatan bersama ditanggung oleh bersama 
sehingga tidak menimbulkan sikap saling menyalahkan. Di samping itu, shu>ra> 
merupakan sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga 
semua yang berkepentingan dapat memetik manfaat dari kemampuan mereka. 
Shu>ra> mempunyai arti sangat penting dalam organisasi apapun atau jamaah 
manapun. Setiap negara maju memusatkan perhatian kepada asas 
musyawarah serta mengajak rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip 
shu>ra>  dipandang sebagai cara yang benar dan tepat dalam mencari solusi 
yang bijak untuk kemaslahatan individu, golongan dan negara. Tidak 
mengherankan jika Islam begitu besar perhatianya pada asas musyawarah ini, 
sampai-sampai salah satu surat dalam al-Qur’an dinamakan dengan al-Shu>ra>. 
Tak lain karena shu>ra> adalah asas dari hukum dalam Islam.4 
Urgensi musyawarah dalam al-Qur’an juga dapat diindikasikan dari 
adanya perintah shu>ra> yang secara integral berkaitan dengan ketaatan kepada 
Allah, melaksanan shalat dan membelanjakan apa-apa yang telah 
dikaruniakan Allah untuk kepentingan masyarakat.
5
 Al-Qur’an 
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 Zakariya Abd al-Mun`’im Ibra>him al-Kha>t}ib, Niz}a>m al-Shu>ra> Fi al-Isla>m wa Nuz}um al-
Dimuqra>t}iyyah al-Mu’`a>s}irah, h. 15 
5
 Farid Abdul Kha>liq, Fi al-Fiqh al-Siya>si> al-Isla>mi>, h. 39 

































mengetengahkan kisah Ratu Balqis dari Kerajaan Saba’ di Yaman, bahwa 
ketika Nabi Sulaiman mengirim surat dengan tujuan mengajak ia masuk ke 
agama Allah, ia tidak memutuskan sendiri untuk menolak ajakan Nabi 
Sulaiman tersebut, melainkan bermusyawarah dengan para pemuka kerajaan. 
Peristiwa ini dilukiskan dalam al-Qur’an Surat al-Naml : 32 yang artinya 
berbunyi: 
‚Berkata dia (Balqis). ‚Hai para pembesar, berikanlah aku pertimbangan 
dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah mengutuskan suatu persoalan 
sebelum kamu berada dalam majelis(ku).‛ 
Hal demikian ini telah pula ditemukan dalam sunnah Rasulullah Saw. 
sekaligus menjadi bukti sejauh mana asas musyawarah mendapat perhatian 
dalam Islam. Budaya musyawarah terus dikembangkan oleh para sahabat 
setelah Nabi Muhammad Saw. wafat. Abu Bakar meminta pendapat Umar 
bin K}at}t}a>b dan juga pendapat para sahabat lainnya dalam memecahkan 
masalah yang yang tidak ditemukan nas}nya dalam al-Qur’an maupun dalam 
Sunnah. Umar bin K}at}t}a>b juga meminta pendapat Abdurrahman ibn ‘ `Auf dan 
para sahabat lainnya. Begitu pula para khallifah setelah Umar bin K}at}t}a>b, 
mereka selalu bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad Saw. 
dan pemuka masyarakat lainnya.
6
 
Berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala negara 
pada masa khulafaur rashidi>n, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan 
dalam memilih pemimpin ataupun khalifah ataupun amirul mukminin.  
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 Muh}ammad Abd al-Qa>dir Abu> Fa>riz, al-Niz}a>m al-Siya>si> Fi al-Isla>m, h. 56-57 

































Perbedaan  ini  terjadi  sebagai  salah  satu  akibat  langsung dari  tidak 
adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik 
dalam al-Qur’an maupun dalam al-Hadith Rasulullah Saw. Pada masa 
Rasulullah Saw., karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri  
dengan pengangkatan sebagai Rasul dari Allah Swt., maka tidak ada yang 
protes di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad Saw. 
sendiri  tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan umat Islam  
dan bagaimana tata cara pemilihannya. Inilah yang menjadi pintu awal 
terjadinya perbedaan di antara sahabat dalam mengartikulasikan 
bagaimanakah seorang khalifah dipilih dan diangkat. Kita bisa melihat, 
empat khulafaur rashidi>n sepeninggal Rasulullah terbukti terpilih dan 
diangkat menjadi khalifah dengan mekanisme yang saling berbeda satu 
dengan lainnya, meski kesemuanya memiliki nilai dan substansi yang sama, 
yaitu musyawarah dan saling berkonsultasi.  
Sejarah Islam klasik masa Rasulullah hingga khulafaur rashidi>n juga 
mengungkap bahwa kepala daerah atau gubernur bukanlah hasil pilihan 
rakyat, melainkan diangkat dan dipilih secara langsung oleh khalifah. Dalam 
kitab-kitab hadith dan sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur 
dalam banyak propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh 
Rasulullah Saw. sebagai kepala negara atau wilayah setempat. Misalnya, 
Mu’adh bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga 
Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah Saw. sebagai gubernur propinsi 
Had}ramawt, serta Abu Musa al-Ash’ari> sebagai gubernur propinsi Zabid dan 

































‘Aden. Jika diukur dengan timbangan Shariah Islam, pengangkatan gubernur 
itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan 
(pilkada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara 
penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun 
temurun. Fakta sejarah ini tentu bukanlah sesuatu yang baku. Untuk itulah, 
berbagai ekplorasi tetap terbuka lebar selama itu semua tidak sampai 
menafikan nilai dan substansi yang ada dalam nas}.  
 
2. Konsep Ahl al-H}all Wa al-‘`Aqd (Majelis Shu>ra>) dalam Sistem 
Pemerintahan 
Istilah ahl h}all wa al-`’aqd diartikan dengan ‚orang-orang yang mepunyai 
wewenang untuk melonggarkan dan mengikat‛ atau dalam bahasa Inggris 
disebut ‚the people with power to bind and to loosen‛.7 H.A.R. Gibb 
mendefinisikan ahl al-h}all wa al-’`aqd dengan‚Those who are qualified to 
unbind and to bind‛, the repsentatives of communitiy of Muslims who act on 
their behalf ini appointing and deposing a caliph or another ruller.8 (Orang-
orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, ahl al-
h}all wa al-`’aqd, wakil komunitas Muslim (umat) yang bekerja dan bertindak 
atas nama rakyat, bertugas memilih dan memberhentikan seorang khalifah 
atau penguasa lainnya). 
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 Erwin I.J. Rosenthal, Islam in the Modern Nation State, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1965), h. 69 
8
 H.A.R. Gibb, The Encyclopedia of Islam, Vol. I, Editor H.A.R. Gibb dkk, (Leiden:  E.J. Brill, 
1960), h. 263-264 

































Lembaga ahl al-h}all wa al-`’aqd di kalangan sunni juga dikenal dengan 
istilah ahl al-shawkah yaitu orang yang memegang kekuasaan politik 
tertinggi dan orang yang duduk di dalamnya mempunyai peran dan pengaruh 
yang amat besar bagi pengangkatan imam. Di kalangan Mu’tazilah, lembaga 
ahl al-h}all wa al-‘`aqd dikenal dengan istilah ahl al-satr wa al-di>n, sebagai 
yang dikemukakan oleh Abd al-Jabba>r, bertugas untuk menentukan dan 
memilih orang yang akan memangku jabatan imam. Dalam melaksanakan 
wewenangnya, ahl al-satr wa al-di>n berhak memilih beberapa calon imam 
yang diajukan. Dengan kata lain mereka dapat daja melakukan penelitian 
terhadap calon-calon imam. Kalau dari penyelidikan mereka ada di antara 
calon yang memenuhi syarat-syarat kualitas imam, atas kesepakatan dari 
anggota ahl al-satr wa al-di>n, seseorang yang dipilih itu berhak untuk 
menjabat imam.
9 
Paradigma pemikiran ulama dalam merumuskan istilah ahl al-h}all wa al-
‘aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang 
dilaksanakan yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua 
golongan, Ans}ar dan Muhajirin. Mereka ini diklaim oleh ulama fiqh sebagai 
ahl al-h}all wa al-‘`aqd yang bertindak sebagai wakil umat.10 Meskipun pada 
dasarnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat 
spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan 
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 Abd al-Jabba>r, al-Mughni> Fi Abwa>b al-Tawh}i>d Wa al-’Adl, (Kairo: Da>r al-Mis}riyyah, 1965), h. 
100. 
10
 Abd al-Jabba>r, al-Mughni> Fi Abwa>b al-Tawh}i>d Wa al-’Adl, h. 6-7. Lihat juga Abdul Karim 
Zaidan, ‚Individu dan negara Menurut Pandangan Islam‛ dalam Hamidullah dkk. Politik Islam, 
Konsepsi dan Dokumentasi, alih bahasa Jamaluddin Kafe, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 146 

































umat dan agama. Akan tetapi kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan 
dari umat. Adalah tepat definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaydan 
bahwa ahl al-h}all wa al-‘ `aqd ialah orang-orang yang (berkecimpung) langsung 
dengan rakyat yang telah  memberikan kepercayaan kepada ‚wakil‛ mereka 
yaitu ahl al-h}all wa al-‘`aqd. Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu 
karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta 
kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya‛.11 
Ahl al-h}all wa al-‘ ``aqd merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya 
berkedudukan sebagai wakil rakyat, dan salah satu tugasnya adalah memilih 
kepala negara atau imam. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah 
dalam perspektif ulama fiqh dan kecendrungan umat Islam generasi pertama 
dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Secara 
fungsional lembaga ahl al-h}all wa al-‘ `aqd, sama seperti lembaga perwakilan 
dalam sistem negara republik. Perwakilan yang personalnya merupakan wakil 
rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan salah satu tugasnya adalah 
memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintaha).
12
 
Ahl al-h}all wa al-‘ `aqd adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan 
dari rakyat. Tetapi pernyataan di atas masih abstrak. Belum disebut secara 
konkrit kelompok sosial mana saja yang dapat dikategorikan sebagai ahl al-
h}all wa al-`’aqd. bagaimana kualifikasinya dan mekanisme yang digunakan 
untuk memperoleh kedudukan terhormat itu. Menurut Rashi>d Rid}a> ahl al-h}all 
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 Abdul Karim Zaidan, Islam, Konsepsi dan Dokumentasi, h. 147 
12
 ‘Ali> Muh}ammad Lagha>, al-Shu>ra> Wa al-Dimuqra>t}iyyah: Bahth Muqa>rin Fi al-Usus Wa al-
Munt}alaqa>t al-Naz}ariyyah, h. 106 

































wa al-’`aqd sama dengan ulil amri. Ahl al-h}all wa al-‘ `aqd adalah orang-orang 
yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para 
pemimpin militer, pemimpin perusahaan untuk kemaslahatan publik seperti 
pedagang, petani, pengusaha, teknokrat, para pemimpin partai politik, dan 
juga para tokoh wartawan.
13
 Pendapat Rashi>d Rid}a> sejalan dengan pandangan 
gurunya Muhammad Abduh yang juga menyamakan ahl al-h}all wa al-‘`aqd 
dengan ulil amr yang disebut dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 59 yang 
artinya berbunyi: 
‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikin itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.‛ 
Rashi>d Rid}a> menafsirkan ulil amr atau ahl al-h}all wa al-‘`aqd sebagai 
kumpulan orang berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. 
Ahl al-h}all wa al-‘ `aqd terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para 
pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan 
umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umat.
14





 juga menyamakan ulil amr dengan ahl al-h}all wa 
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al-’`aqd dengan rumusan sama seperti yang dikemukakan Rashi>d Rid}a>, yaitu 
orang-orang yang mendapat kepercayaan umat, yang terdiri dari ulama, para 
pemimpin militer, pedagang, petani, pengusaha, teknokrat, para pemimpin 
partai politik, dan para tokoh jurnalis.
17
 
Sebagian ulama dan mufassir tidak menyamakan uli al-amr dengan ahl al-
h}all wa al-’`aqd. Mereka memilih untuk menafsirkan kata uli al-amr tanpa 
mengaitkannya dengan ahl al-h}all wa al-`aqd, seperti al-T}abari> memberi 
penafsiran yang beragam, yaitu 1) para pemimpin, 2) para sahabat Nabi 
Muhammad Saw. 3) ahli hukum Islam, 4) fuqaha dan ulama, 5) para sahabat 
Rasul 6) para pemimpin dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul-
Nya.
18
 Sedangkan Ibn Taymiyah menafsirkan uli al-amr dengan tokoh 
masyarakat dan para ulama yang menjadi panutan masyarakat.
19
 
Dalam hal ini, pandangan Rashi>d Rid}a> juga berbeda dengan para 
pendahulunya, seperti al-Mawardi dan lain-lain yang memasukkan kualifikasi 
pengetahuan, popularitas dan kepemimpinan ke dalam ahl al-h}all wa al-’`aqd, 
Rashi>d Rid}a> lebih (menekankan) kualifikasi pengaruh. Menurut Rashi>d Rid}a>, 
kualifikasi pengaruh yang efektif lebih penting bagi anggota majelis. Dengan 
demikian ahl al-h}all wa al-‘`aqd mempunyai otoritas final dan mampu 
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 Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid V, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1979), h. 
72-3 
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 Muh}ammad Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Manna>r, Juz III, h. 167 
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 Abu Ja’far Ibn Jari>r al-T}abari>, Ja>mi’ al-Baya>n `’An Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid V, h. 147 
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 Ibn Taymiyah, al-Siya>sah al-Shar`iyyah Fi Is}lah} al-Ra>`i> Wa al-Ra`iyyah, (Beirut: Da>r al-Kutub, 
t.t.), h. 136 





































Rashi>d Rid}a> dinilai lebih maju daripada para pemikir Islam zaman klasik 
dan pertengahan seperti Ibn Taymiyah, al-Mawardi, dan sebagainya 
mengenai ahl al-h}all wa al-’`aqd. Menurut Rashi>d Rid}a>, ahl al-h}all wa al-’`aqd 
tidak hanya terdiri dari ulama atau (ahli agama) yang sudah mencapai tingkat 
mujtahid saja (sebagimana pandangan para ulama zaman klasik dan 
pertengahan), tetapi juga dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai 
bidang profesi dan keahlian, seperti ekonom, pengusaha, politisi, militer dan 
sebagainya.
21
 Rashi>d Rid}a> tidak hanya mempertimbangkan otoritas kelimuan 
bagi anggota ahl al-h}all wa al-`’aqd (sebagaimana kecendrungan ulama pra-
modern seperti Ibn Taymiyah dan al- Mawardi), akan tetapi Rashi>d Rid}a> juga 
mementingkan kualifikasi pengaruh dan peran anggota ahl al-h}all wa al-‘`aqd 
dalam masyarakat. 
Anggota ahl al-h}all wa al-`’aqd terdiri dari berbagai kelompok sosial yang 
memiliki profesi dan keahlian sosial berbeda, baik dari birokrat pemerintahan 
maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. 
Sudah tentu tidak setiap pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian, 
otomatis menjadi ahl al-h}all wa al-‘`aqd, sebab setiap anggota ahl al-h}all wa 
al-’`aqd harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Rashi>d Rid}a> 
mengemukakan beberapa syarat sebagai berikut; 
1. Mempunyai sikap adil, dalam arti seluas-luasnya yaitu adil dalam 
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 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, h. 120 
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melakukan tindakan hukum dan mengambil kebijaksanaan.
22
  
2. Mempunyai ilmu pengetahuan, yang memungkin ia dapat mengetahui 
latar belakang orang yang dapat memenuhi syarat untuk mmangku 
jabatan imam atau khalifah. 
3. Memiliki wawasan yang luas dan memiliki sifat bijaksana sehingga 
mampu mempertimbangkan kemaslahatan umat, serta memilih orang 
yang dipandang layak untuk untuk memangku jabatan khalifah.
23
 
Selanjutnya Rashi>d Rid}a> mengutip pendapat ulama fiqh tentang 
pengertian adil yang menjadi syarat pertama ahl al-h}all wa al-‘ `aqd. Adil 
di sini adalah suatu sikap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama, 
menjalankan shariat dengan sungguh-sungguh, menjauhkan diri dari 
maksiat dan kenistaan, serta memiliki integritas dan moralitas yang 
tinggi. Sikap adil tersebut harus benar-benar dimiliki.
24
 
Adapun ilmu yang dimaksud dalam syarat kedua, adalah ilmu-ilmu 
agama, ilmu tentang kemaslahatan umat dan strategi pembangunannya.
25
 
Seorang yang menjadi anggota ahl al-h}all wa al-‘ `aqd harus memiliki ilmu dan 




Bila kita cermati, syarat-syarat bagi anggota ahl al-h}all wa al-‘`aqd, tidak 
terdapat syarat-syarat yang bersifat materi, misalnya anggota ahl al-h}all wa 
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al-‘ `aqd harus memiliki uang yang banyak atau mempunyai properti dalam 
jumlah tertentu. Syarat-syarat anggota ahl al-h}all wa al-‘ `aqd identik dengan 
etika agama, yang menekan aspek moralitas, kapabilitas dan integritas 
pribadi bagi. Dengan kualifikasi ini diharapkan ahl al-h}all wa al-‘aqd dapat 
menentukan ahl al-ima>mah yang pantas menjadi khalifah menurut syarat-
syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola 
urusan negara dan rakyat. 
Dari pemaparan di atas, ahl al-h}all wa al-‘aqd adalah suatu kelompok 
yang mewakili rakyat dalam melaksanakan haknya untuk memilih kepala 
negara.
27
 Jadi Ahl al-h}all wa al-‘`aqd adalah wakil-wakil rakyat dalam 
melaksanakan hak pilih, yang berarti pilihan ahl al-h}all wa al-`’aqd adalah 
pilihan rakyat itu sendiri.
28
 Tapi bagaimana perwakilan tersebut terjadi; 
apakah ahl al-h}all wa al-’`aqd dipilih rakyat atau ditunjuk oleh khalifah, tidak 
ada informasi yang menjelaskanya. Baik al-Mawardi maupun Rashi}d Rid}a>, 
yang banyak menyoroti masalah ahl al-h}all wa al-‘aqd, tidak membahasnya. 
Pada masa Rasul, ahl al-h}all wa al-‘aqd adalah para sahabat, yang diserahi 
tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berhubungan 
dengan kemaslahatan umum. Ahl al-h}all wa al-‘ `aqd adalah para sahabat yang 
memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan 
kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan 
tugasnya baik dari kaum Ans}ar maupun dari kaum Muhajirin.
29
 Menurut 
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Farid Abdul Kha>liq ahl al-h}all wa al-’`aqd pada zaman ini adalah institusi 
legislatif dalam sistem pemerintahan Rapublik. Tidak ada kaitan langsung 
antara rakyat dengan ahl al-h}all wa al-’`aqd. Yang memiliki hubungan 
langsung adalah para anggota legislatif dengan eksekutif negara. Selanjutnya 
pemimpin negara mengeluarkan kebijakan yang telah mendapatkan 
kesepakatan dari ahl al-h}all wa al-`’aqd untuk dilaksanakan rakyat.30 
Ahl al-h}all wa al-‘`aqd di masa Rasulullah jelas bukan pilihan rakyat 
secara resmi. Akan tetapi lantaran mereka mempunyai pengaruh di tengah 
masyarakat. Karena itu Nabi Muhammad Saw. mempercayakan ahl al-h}all 
wa al-’`aqd melaksanakan tugas-tugas mu’a>malah dan kemaslahatan publik 
serta melibatkan ahl al-h}all wa al-‘ `aqd dalam musyawarah. Umat pun 
mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan 
tersebut. Bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri tidak jarang mengikuti 
pendapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi untuk 
menghormati pendapat mayoritas. Pada masa khulafa’ al-rashidi>n polanya 
tidak jauh berbeda dari masa Nabi Muhammad Saw.. Golongan ahl al-h}all wa 
al-’`aqd adalah para sahabat yang sering di ajak musyawarah oleh Khalifah 
Abu Bakar, Umar bin K}at}t}a>b, Uthman ibn `Affa>n dan Ali ibn Abi T}alib. 
Hanya pada masa Umar, ia membentuk ‚tim formatur‛ yang beranggotakan 
enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fiqh menyebut 
anggota formatur tersebut sebagai ahl al-h}all wa al-‘aqd.31 
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Rashi>d Rid}a> mengangkat konsep representasi atau perwakilan sebagai 
medium hubungan antara rakyat dan penguasa, atau lebih tegasnya, antara 
‚wakil‛ dan yang ‚diwakili‛ (ahl al-h}all wa al-’`aqd dan umat).32 Rashi>d Rid}a> 
menggunakan term-term jama’ah dan ummah, tapi membatasi  pengertiannya 
pada pemimipin-pemimpin umat, atau orang-orang yang memegang 
kekuasaan di antara umat dan mereka yang konsensusnya diterima mengikat 
(ahl al-h}all wa al-‘`aqd ). 
Menurut Rashi>d Rid}a>>, hubungan ‚wakil‛, atau ahl al-h}all wa al-`’aqd dan 
ummah, adalah hubungan yang menunjukkan bahwa kedaulatan umat telah di 
delegasi kepada ahl al-h}all wa al-’`aqd. Ahl al-h}all wa al-’`aqd adalah ‚wakil‛ 
umat bukan utusan.
33
 Dalam hal ini, Rashi>d Rid}a>menyamakan ahl al-h}all wa 
al-’`aqd, di samping jama` >’ah dengan ummah, dengan ahl al-shu>ra> (majelis 
shu>ra>) dan ahl al-ijma’ (majelis konsensus). Dengan demikian Rashi>d Rid}a> 
tampaknya, seperti disimpulkan Malcolm H. Kerr, memaksimalkan peran 
umat (atau anggota-anggotanya yang menonjol) pada titik di mana merekalah 
(ahl al-h}all wa al-`’aqd) yang menjadi wakil Tuhan dan tanggung jawab 
khalifah terhadap mereka menjadi yang utama. Ahl al-h}all wa al-‘`aqd telah 
menggantikan khalifah sebagai wakil manusia yang fungsinya ditentukan 
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secara langsung oleh pertimbangan- pertimbangan keagamaan, dan khalifah 
telah menjadi pejabat eksekutifnya‛.34 
Dari segi tugas ahl al-h}all wa al-’`aqd, Rashi>d Rid}a> mengemukakan bahwa 
tugas pokok orang-orang pilihan ini adalah memilih khalifah.
35
 Pendapat 
Rashi>d Rid}a> sama dengan dengan pendapat mayoritas ulama, baik ulama 
klasik dan pertengahan maupun ulama di zaman modern, seperti al-Mawardi 
yang menyatakan tugas ahl al-h}all wa al-’`aqd adalah memilih salah seorang di 
antara ahl al-ima>mah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi 
khalifah.
36
 Imam Haramayn berpendapat hal yang sama, bahwa ahl al-h}all wa 




Tentang mekanisme kerja ahl al-h}all wa al-’`aqd, Rashi>d Rid}a>> tidak 
menentukan tatacara yang baku. Ia hanya mengemukakan beberapa prinsip 
fundamental tentang tatacara pelaksanaan shu>ra> sebagai berikut : 
1. Prinsip dan tatacara musyawarah sangat relatif, tergantung pada 
konteks ruang dan waktu 
2. Prinsip dan tatacara musyawarah tidak mungkin dirinci, sebab masing- 
masing pemerintahan memiliki tradisi, populasi, demografi dan 
geografis tersendiri yang berbeda antara sau dengan yang lainnya. 
3. Prinsip dan tatacara musyawarah bila dibakukan, akan dikhawatirkan 
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munculnya suatu asumsi bahwa tatacara itu adalah bersifat diniyyah 
yang mesti dijalankan dan tidak dibenarkan ijtihad.
38
 
Menurut Ibn Taymiyah mekanisme kerja lembaga ini dimulai dengan 
mengadakan seleksi calon khalifah. Calon yang memenuhi syarat akan dipilih 
menjadi khalifah berdasarkan konsensus (ijma’ `). Ijma’ ` dipandang sebagai 
dasar hukum yang legal bagi pembentukan kekhalifahan dalam doktrin 
sunni.
39
 Ibn Taymiyah menyatakan imamah menurut sunni ditetapkan atas 
persetujuan umat. Seseorang tidak dapat menjadi imam sebelum mendapat 
persetujuan dari umat. Tujuan imam tidak lain adalah kewenangan dan 
kekuasaan. Jika calon imam dibaiat dengan suatu baiat yang memberi 
kewenangan dan kekuasaan, maka ia menjadi imam.
40
 
Menurut Rashi>d Rid}a>, otoritas ahl al-h}all wa al-‘ `aqd di samping memilih 
khalifah mereka juga dapat menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang 
mengharuskan pemecatannya. Rashi>d Rid}a> mendasarkan argumennya pada 
sebuah dalil dalam hukum Islam bahwa ‚keadaan darurat membolehkan yang 
tidak boleh‛ (al-d}aru>rah tubi>h} al-mah}z}u>ra>t).41 Pendapat Rashi>d Rid}a> sejalan 
dengan pandangan al-Mawardi yang menyatakan kalau kepala negara atau 
khalifah melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, rakyat dan 
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Dengan gagasan ini, Rashi>d Rid}a> jauh lebih maju dibandingkan dengan 
pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang tidak membenarkan 
menggunakan kekerasan dalam melawan khalifah atau kepala negara yang 
zalim, karena khawatir akan menimbulkan gejolak, kerusuhan dan perang. 
Ulama zaman klasik dan pertengahan lebih cenderung menekankan aspek 
kesetiaan dan ketaatan rakyat kepada khalifah. Sedangkan Rashi>d Rid}a> 
memandang ketaatan rakyat kepada khalifah ada batasnya, yaitu selama 
khalifah masih berpegang pada shariat dan tidak melanggar prinsip-prinsip 
dasar ajaran Islam serta tidak membahayakan kelangsungan hidup negara dan 
rakyat. Akan tetapi apabila khalifah bersikap tidak adil dan melanggar shariat 
Islam serta dapat membahayakan kelangsungan hidup negara dan rakyat, 
rakyat dan ahl al-h}all wa al-‘ `aqd berhak melakukan perlawanan, bahkan 
dengan kekerasan untuk menjatuhkan kekuasaan khalifah. 
Hal lain yang cukup menarik dari pemikiran Rashi>d Rid}a> dalam konteks 
ini adalah bahwa dalam menjalankan otoritas dan kewajiban mereka, lembaga 
ahl al-h}all wa al-’`aqd harus bekerja atas dasar shariah. Apabila shariah tidak 
menetapkan masalah tersebut, ulama yang harus diminta pendapatnya, 
termasuk mereka yang ada dalam ahl al-h}all wa al-‘ `aqd. Anggota majelis ini 
yang karena keadilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan mereka cocok menjadi 
mujtahid (penafsir shariah), melakukan ijtihad dengan kekuatan ijma’`, 
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bahkan dalam masalah-masalah politik dan hukum yang berkaitan dengan 
pemerintahan. 
Shariah tidak saja harus dilindungi atau dihidupkan dalam bentuknya 
yang benar, tetapi juga berkesimpulan bahwa hukum tatanegara (hukumah 
madaniyyah) tak bisa bertahan ataupun berfungasi tanpa legislasi (ishtira`).43 
Pada shariahlah konsepsi tentang ‚negara Islam‛ (al-dawlah atau al-hukumah 
al-Isla>miyah) itu berwujud.44 Belum ditemui penjelasan hak-hak dan otoritas 
lain ahl al-h}all wa al-’`aqd seperti pembatasan kekuasaan khalifah, mekanisme 
pembentukan  lembaga itu, hak kontrol dan sebagainya. Meskipun ahl al-h}all 
wa al-’`aqd, adalah ‚wakil‛ rakyat, tetapi ahl al-h}all wa al-‘`aqd tidak identik 
dengan parlemen di zaman modern atau dewan perwakilan rakyat yang 
memiliki kekuasaan legislatif, dan berhak membatasi kekuasaan kepala 
negara melalui undang-undang. Sedangkan khalifah adalah kepala negara 
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PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM 
SUDUT PANDANG DEMOKRASI DAN SHU>RA>  
 
A. RELEVANSI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA 
DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL  
Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem 
politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Hal ini dapat 
diartikan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan 
lainnya. Hal ini diperkuat dengan laporan yang disponsori oleh UNESCO 
pada awal tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan 
yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan 
ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.
1
 Permasalahan 
yang muncul tekait dengan demokrasi adalah terkait implementasi atau 
pelaksanaan maksud “demokrasi” dalam praktik. Setiap negara menetukan 
sendiri bagaimana konsep demokrasi diimplementasikan yang tidak sedikit 
juga mempratekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak 
“demokratis” sebagai asas yang fundamental. Oleh sebab itu, demokrasi dapat 
dibedakan atas demokrasi normative dan demokrasi empirik
2
.  
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Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau 
idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan 
demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu 
paralel dengan gagasan normatifnya. Sebutan lain untuk demokrasi normatif 
dan empirik tersebut adalah sebagai ”essence” dan demokrasi sebagai 
“performance” yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering digunakan 
adalah demokrasi “das sollen” dan demokrasi “das sein”. 
Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti “rakyat” 
menekankan bahwa sesungguhnya kekuasaan dalam demokrasi adalah berada 
di tangan rakyat. Dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, 
demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif yaitu dalam 
demokrasi harusnya berkembang nilai kesetaraan, keragaman, penghormatan 
atas perbedaan, kemanusiaan, kebebasan, tanggungjawab, kebersamaan, dan 
sebagainya. Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga 
mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi 
hadir dan semuanya tidak terlepas dari ragam perspektif pemaknaan 
demokrasi substansial. Demokrasi berkembang dalam berbagai model antara 
lain terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam 
mendesain praktik demokrasi prosedural sebagai kultur, sejarah, dan 
kepentingan.  
Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di 
Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan 
munculnya “calon tunggal” adalah keadaan yang secara normatif tidak 

































terbayangkan. Hal ini berarti bahwa demokrasi dalam implementasi terus 
berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah atau 
tempat tersebut. Pada dasarnya, pelaksanaan atau implementasi suatu teori 
tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau 
konsep tersebut. Contohnya, Indonesia menganut sistem presidensiil dengan 
multipartai. Padahal secara konsep, pemerintahaan presidensiil dengan multi 
partai dapat menganggu kestabilan Presiden karena kuatnya gesekan antara 
eksekutif dan legislatif. Sama halnya dengan pilkada dengan calon tunggal, 
secara konsep pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak 
demokratis. Esensi utama demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu 
kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-
wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Di samping itu, 
terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam 
arti bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam 
pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam pilkada adalah suatu 
pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktik akan selalu 
berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti 
perkembangan masyarakat tersebut. 
Jika masalahnya kemudian adalah ukuran dan derajat demokrasi di suatu 
negara itu sendiri, maka sesungguhnya upaya yang paling mutkahir untuk 
mengukur derajat demokrasi yang telah berlaku di banyak negara adalah 
dengan menggunakan konsep demokrasi sebagai pijakan awal, yakni dimensi 

































kompetisi dan dimensi partisipasi. Pengalaman di banyak negara 
mengungkapkan bahwa mustahil untuk melaksanakan konsep demokrasi 
dengan keadaan masyarakat yang secara material sangat miskin. Kondisi 
sosial ekonomi mempengaruhi kualitas demokrasi politik namun kondisi 
sosial ekonomi tidak menghambat pembangunan sistem demokrasi. Jika 
dikaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, dengan pengalaman pada masa 
rezim orde baru yang otoriter dan pengawasan parlemen yang lemah, 
demokrasi menjadi benda mahal yang sulit untuk dicapai.  
Tumbangnya rezim Orde Baru membuka pintu kesadaran masyarakat 
untuk membawa konsep demokrasi menuju arah yang diharapkan, yaitu 
kebebasan dan kesejahteraan. Itulah mengapa demokrasi penting untuk 
diterapkan di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Demokrasi harus 
dipercaya sebagai cara yang lebih baik untuk memerintah suatu negara 
dibandingkan dengan alternatif lain yang bukan demokratis. Demokrasi 
mampu mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum oktokrat yang kejam 
dan tirani, dengan kata lain, demokrasi akan menghindari pemerintahan yang 
tirani. Selain itu, demokrasi juga menjamin sejumlah hak-hak asasi warga 
negaranya yang mungkin tidak diberikan oleh sistem yang tidak demokratis, 
kebebasan umum, peluang untuk menentukan nasib sendiri, penghormatan 
terkait otonomi moral karena dengan demokrasi pemerintah akan memberikan 
kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral, dan 
mengembangkan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. 

































Pemilihan umum sebagai ajang kompetisi untuk mengisyaratkan adanya 
demokrasi di Indonesia, namun demokrasi tersebut cacat secara substansi. 
Indonesia benar-benar menjalankan prinsip demokrasi pada pemilu tahun 
2004 dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada 
periode 2009-2014. Lebih dari pada itu, untuk menghormati keberagaman 
daerah di Indonesia dan reformasi birokrasi yang lebih baik, kepala daerah 
tidak lagi dipilih melalui penujukan dan penetapan DPRD melainkan langsung 
dipilih oleh rakyat.  
Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di 
beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh dan baru dalam 
dunia internasional. Artinya bahwa, proses demokrasi politik melalui 
pemilihan umum dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak 
mungkin untuk dilaksanakan. Canada merupakan salah satu negara yang 
menerapkan proses pemilihan dengan calon tunggal yang disebut dengan 
aklamasi. Prosesnya adalah anggota dikatakan dipilih atau dikembalikan 
secara aklamasi bila tidak ada calon lain yang maju pada pemilu dan tidak ada 
suara diadakan
3
. Berarti bahwa apabila diketahui hanya ada satu pasang calon 
dalam pemilu, maka diadakan aklamasi tanpa melangsungkana adanya 
pemilihan lagi. Pemilu presiden dengan calon tunggal juga pernah 
diselenggarakan di Singapura pada September 2011 karena calon tunggal yang 
merupakan petahana menguasai 60% suara di parlemen. Tidak hanya dua 
negara tersebut saja, Malaysia, Amerika Serikat dan Yaman juga pernah 
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mengalami proses demokrasi politik melalui pemilihan umum yang diikuti 
hanya dengan satu kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi pada 
tataran praktik sangatlah berkembang dan masih menjadi hal yang 
diperdebatkan dengan hal yang perlu digarisbawahi adalah konsep demokrasi 
politik tetap harus berada pada kriteria-kriterianya yang menopangnya, yakni 
kompetisi dan partisipasi. Demokrasi memunculkan manusia dengan hak-hak 
asasi yang melekat di dalamnya, salah satunya adalah hak memilih dan 
kebebasan berpolitik dalam demokrasi.  
Apa yang terjadi dalam pilkada serentak tahun 2015 dengan fenomena 
munculnya calon tunggal jika dipandang secara teoritis bukanlah merupakan 
hal yang dapat dikatakan tidak demokratis. Partisipasi merupakan poin yang 
utama pula dalam pelaksanaan demokrasi politik. Meskipun hanya ada satu 
pasangan calon dalam pilkada, proses pemungutan suara harus tetap 
dilaksanakan karena hak pilih masyarakat merupakan kedaulatan rakyat yang 
keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Jika hanya karena peserta pemilu 
diikuti oleh satu pasang calon dan pemilihan harus ditunda atau ditiadakan 
maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap kebebasan hak pilih, baik hak 
pilih masyarakat untuk menentukan sendiri nasib daerahnya dan juga hak pilih 
pasangan calon untuk dipilih oleh masyarakat. Meskipun secara teoritis 
disebut bahwa kriteria demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi dan 
partisipasi, namun keadaan-keadaan empirik tidak dapat dibatasi perubahan 
dan perkembangannya. Permasalahan aktual terkait demokrasi memang 
seringkali berbeda dalam beberapa dimensi penting yang dipengaruhi oleh 

































sistem politik, budaya politik, dan lingkungan sosial ekonomi yang tiap negara 
adalah berbeda. Apa yang terjadi di Indonesia khususnya pada pilkada 
serentak dengan calon tunggal adalah salah satu terobosan bagaimana negara 
tetap berusaha mencoba menjaga kedaulatan rakyat melalui penentuan nasib 
mereka dengan cara memilih kepala daerah.  
Sebagaimana sistem politik Indonesia, pemilu pun memerlukan 
demokratisasi lebih jauh dan sungguh-sungguh. Urgensinya, hakikat pemilu 
adalah proses politik yang menggunakan hak politik sebagai bahan baku untuk 
ditransformasikan menjadi kedaulatan negara, maka rakyat berpeluang untuk 
memperjuangkan nilai dan kepentingannya dengan menggunakan hak politik 
dan hak lain yang tidak diserahkan sebagai kekuatan bargain atau tawar 
menawar4 dalam menghadapi penguasa atau pihak yang sedang berusaha 
untuk menjadi penguasa. Peluang tersebut hanya terjadi jika pemilu 
mengalami demokratisasi, dengan batasan minimlah dilakukan dengan 
memberikan peluang bagi kelangsungan tawar menawar politik yang saling 
menguntungkan bagi segenap pihak yang terkait.  
Demokratisasi prinsip pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan 
tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pemilu semestinya diukur dengan tujuan 
kemerdekaan suatu negara di satu pihak, dari pihak lainnya diukur dengan 
fungsi-fungsi terselenggaranya pemilihan umum. Di bawah kendali 
demokrasi, pemilu menjadi wahana penggunaan dan perjuangan hak politik 
sehingga kedaulatan rakyat terwujud sebagai pengimbang dan pengontrol 
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 Arbi Sanit, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, 1998, Yogyakarta. h. 191 

































kedaulatan negara yang berasal darinya. Mekanisme pelaksanaan pemilu dan 
juga pilkada sebagai wahana optimalisasi hak politik rakyat memerlukan 
berbagai dukungan mulai dari pelaksanaan, proses dan pengawasan. Semenjak 
reformasi dan terbukanya gerbang demokrasi pasca rezim orde baru yang 
otoriter, KPU menjadi lembaga pelaksana yang netral dan memastikan 
beroperasinya hak politik rakyat atau kedaulatan rakyat di dalam proses 
pemilu. Lebih dari itu pula, proses pemilu sesuai dengan mekanisme 
dimaksudkan adalah adanya kompetisi penuh atau terbuka. Dengan demikian, 
semua penyandang hak politik berpeluang untuk menggunakan hak politik 
tersebut untuk menentukan wakil mereka yang terbaik. Setidaknya, rakyat 
yang dalam hal ini adalah penyandang hak politik memiliki kesempatan untuk 
“menilai” rekayasa politik yang dirancang untuk mempengaruhi hak 
politiknya. Hal yang tidak dapat dilepaskan juga dalam proses pemilihan 
umum adalah mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 
yang tidak berkepentingan langsung dengan kemenangan pemilihan umum. 
Dalam konteks ini Indonesia telah memiliki lembagan Badan pengawas 
Pemiliu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP).  
Memaknai demokrasi tidaklah dapat dimaknai sepenggal demi sepenggal. 
Demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tidak dapat disamakan dengan 
demokrasi yang dianut oleh negara lain. Sejarah dan latar belakang lahirnya 
demokrasi di suatu negaralah yang menentukan konsep demokrasi. Utamanya, 
demokrasi diharapkan untuk menghindari kekuasaan yang tirani dengan 
memusatkan perhatian kepada manusia atau antroposentris. Konsep mengenai 

































demokrasi dan demokratisasi akan selalu berkembang sesuai dengan 
kesadaran manusia dan kebutuhan negara. Konsep demokrasi yang dianut di 
Indonesia menghendaki adanya persamaan hak dan kebebasan untuk memilih 
dan menggunakan hak pilihnya dalam kontes demokrasi begitu pula bagi 
calon kepala daerah, hak untuk dipilih merupakan hak yang harus dihormati. 
 
B. RELEVANSI SHU>RA> DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
DENGAN CALON TUNGGAL  
Konsep ketatanegaraan Islam sangat berkaitan dengan upaya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan tujuan 
mengayomi kehidupan umat, dan melayani  umat menuju kemaslahatan 
bersama (al-mas}lah}at al-‘a>mmah).5 Dalam hal teori sumber hukum Islam 
misalnya, Al-Shat}ibi> mengurai bahwa unsur utama dari teori sumber hukum  
Islam (selain Al-Qur’an  dan  sunnah) adalah ijma’ dan kemaslahatan orang 
banyak. Teori ini bersumber dan dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip yang 
universal (kulliyat). Prinsip-prinsip yang bersifat umum inilah yang kemudian 
membentuk dasar-dasar shariah yang bersumber dari kumpulan prinsip-
prinsip khusus yang terperinci (juz’iyyat). Ini berarti bahwa segala aturan, 
norma dan hukum Islam selalu akan bermuara pada tujuan utama yaitu 
                                                             
5
 Said  'Aqiel  Siradj,  Ahlussunah  Wa  al-Jama'ah  dalam  Lintas  Sejarah,  cet-1 (Yogyakarta: 
LKPSM, 1997), h. 74; Abdul Wahab Khalaf, Ilm Us}u>l al-Fiqhi, cet-12, (Da>r al-Qalam, 1978 
M/1398 H), h. 84. 



































 Tak terkecuali dalam konsep pemerintahan dan 
ketatanegaraan.   
Dalam mewujudkan konsepsi tersebut, dibutuhkan sarana atau cara untuk 
menjembataninya, yang dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk 
musyawarah (shu>ra>). Konsep shu>ra> termasuk dalam prinsip-prinsip dasar 
berkaitan dengan negara dan pemerintahan Islam (al-siya>sah al-shar'iyyah) 
serta hubungannya dengan kepentingan rakyat.
7
 Konsep ini meliputi tiga 
aspek utama,
8
 yaitu: 1) Tata negara (Dusturiyyah), yang meliputi aturan 
pemerintah, prinsip dasar yang berkaitan pendirian suatu pemerintahan, 
aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan negara; 2) 
Luar negeri (Kha>rijiyyah), meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, 
kaidah yang  mendasar hubungan ini, dan aturan berkenaan dengan perang 
dan perdamaian; dan 3) Harta atau keuangan (Ma>liyyah), meliputi sumber-
sumber keuangan dan pembelanjaan negara. 
Isu shu>ra> dalam masyarakat Islam mempunyai makna besar dan telah 
menjadi fenomena internasional di antara banyak bangsa-bangsa berpe-
radaban di dunia. Kenyataan ini dibuktikan dengan tersebar luasnya 
penggunaan istilah yang serumpun atau semakna dengan shu>ra> seperti al-
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 Dalam konteks ini Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan hukum dalam menuju 
kemaslahatan harus mementingkan 5 (lima) aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, terj. E. Kusnadiningrat dan 
Abdul Haris, cet-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 256; Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi 
Hukum Islam, jilid 5 (Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 1996), h. 1144. 
7
 Al-Siya>sah al-Shar'iyyah (Politik Hukum Islam) adalah ilmu yang membahas tentang undang-
undang dan sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan dasar-dasar Islam meskipun tidak ada 
dalil khusus yang mengaturnya. Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, Terj. Zainuddin 
Adnan, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. viii. 
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 Dahlan dkk, Ensiklopedi., h. 1627. 

































nadwah, elders council, majlis, mala, counsel, council, dan lain-lain.9 Menurut 
Louis Ma’luf, shu>ra> secara etimologis berarti nasehat, konsultasi, 
perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan. Secara terminologi 
berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagai-
mana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. 
Termasuk juga saran-saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah 
sebelum sampai kepada konklusi bagi keputusan-keputusan konstitusional.
10
 
Muhammad Muslehuddin memberikan argumentasi bahwa shu>ra> adalah 
prosesi  yang  wajib  dalam sebuah negara, sekalipun pada awalnya  perintah 
Allah Swt. di dalam Q.S al-Shu>ra> (42): 38 dan a>li-Imran  (3):159, yang  
direkomendasikan dan dialamatkan kepada Rasulullah Saw., namun hal itu 
pada dasarnya adalah untuk umat manusia sebagai umat Muhammad Saw.
11
 
Karena hal demikian menjaga kemaslahatan umum yang berdasarkan 
keadilan dan kemanfaatan serta sadd al-dhari>'ah (mencegah kerusakan).12 
Shu>ra> atau musyawarah menurut Fachry Ali adalah sebuah mekanisme 
operasional menemukan common platform di antara keberagaman masya-
rakat. Musyawarah pada dasarnya juga bukan saja sebuah pengakuan akan 
adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan praktik memperlakukan 
orang perorang sederajat yang bermuara pada keadilan. Maka, menjadi sulit 
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 Lukman Thaib, Political System of Islam, (Kuala Lumpur: Amal, 1994), h. 55. 
10
 Hasbi Amiruddin, Republik Umar Bin Khattab  (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2011), h. 36. 
11
 Muh. Muslehudin, Islam and its Political System, cet-1, (New Delhi: International Islamic 
Publication, 1992), h. 103. 
12
 Nourozzaman Shiddiqie, Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1997), h. 68-69. 

































dibantahkan bahwa konsep musyawarah tersebut telah dengan sendirinya 
memberikan dasar-dasar bagi perkembangan demokrasi di dalam Islam.
13
   
Selanjutnya, jika didasarkan pada proses suksesi selama pemilihan 
khulafa>’ al-ra>syidun dan tahapan-tahapan konsensus yang mengiringinya, 
maka shu>ra> dalam perspektif sahabat nabi Saw. dalam memilih kepala negara 
dapat dirumuskan dalam beberapa point, yaitu:   
1. Dalam suatu negara, pemilihan kepala negara sepenuhnya bergantung 
kepada masyarakat umum dan tak seorang pun yang berhak untuk 
mengangkat dan dengan paksaan atau kekerasan sebagai amir mereka.   
2. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip kehendak bebas kaum 
muslimin dan tanpa adanya pemaksaan atau ancaman.  




Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih 
pemimpin pada masa khulafaur rasyidin, maka akan menemukan perbedaan-
perbedaan dalam memilih pemimpin ataupun khalifah ataupun amirul 
mukminin.  Perbedaan  ini  terjadi  sebagai  salah  satu  akibat  langsung dari  
tidak adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik 
dalam al-Quran maupun dalam hadith Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah 
Saw., karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri dengan  
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 Fachry Ali, Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami, Makalah, 
Disampaikan pada Annual Conference on Islamic Studies, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, 
Palembang, 4 November 2008, h. 3. 
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 Abu> al-A’la> al-Mawdu>di>, Hukum dan Sistem Politik Islam, terj. Muh. al-Baqir, cet ke-4 
(Bandung: Mizan, 1993), h. 259. 

































pengangkatan sebagai Rasul dari Allah Swt., maka tidak ada yang protes di 
antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad Saw. sendiri  
tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam  dan 
bagaimana tata cara pemilihannya. Maka terjadilah perbedaan di kalangan 
ummat Islam. Perbedaan ini, meski acap kali menimbulkan konflik dan 
gesekan yang berkepanjangan, setidaknya membuktikan keluwesan dan 
kelenturan produk hukum Islam. Di sisi lain, ketiadaan wahyu atau nas} baik 
dari al-Qur’an atau bahkan dari Rasulullah terkait bentuk dan model suksesi 
ini, mengisyaratkan pula bahwa suksesi kepemimpinan adalah suatu hal yang 
dinamis dan tidak baku, bentuk dan modelnya menyesuaikan kondisi dan 
perkembangan zaman yang ada.  
Jika imam mengangkat Gubernur untuk salah suatu provinsi maka 
jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus.
15
 Jabatan 
bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:  
1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela. 
2. Penguasaan atas dasar akad atas dasar terpaksa.  
Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur 
mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. 
Pengangkatannya ialah dengan cara imam (khalifah) menyerahkan 
kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada 
didalamnya kepada seseorang. 
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 Imam al-Mawardi, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah, 52. 

































Mengenai pemilihan gubernur atau kepala daerah, sejarah Islam klasik 
masa Rasulullah hingga khulafa>ur rasyidi>n mengungkap bahwa kepala daerah 
atau gubernur bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh 
khalifah. Dalam kitab-kitab hadith dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa 
gubernur-gubernur dalam propinsi-propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu 
diangkat oleh Rasulullah Saw. sebagai kepala negara. Misalnya Muadh bin 
Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid 
yang diangkat Rasulullah Saw. sebagai gubernur propinsi H}ad}ramawt, serta 
Abu Musa al-Ash’ari> sebagai gubernur propinsi Zabid dan Aden. Jika diukur 
dengan timbangan shariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah 
melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan (pilkada) 
oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan 
secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun. 
Imam al-Mawardi dalam kitabnya, Al Ah}ka>m al-Sult}a>niyah}, membagi  
gubernur menjadi dua. Pertama, gubernur yang  diangkat dengan kewenangan 
khusus (‘ima>rah ‘ala > al-s}ala>t). Kedua, gubernur dengan kewenangan secara 
umum mencakup seluruh perkara (‘ima>rah ‘ala> al-s}ala>t wa al-kharraj<). 
Menurut al-Mawardi, syarat untuk menjadi gubernur tidak jauh berbeda 
dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (mu’a>win 
tafwid}). Sementara mu’a>win syaratnya sama dengan syarat menjadi khalifah. 
Jadi, secara umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi 

































kepala negara. Perbedaannya hanya pada kekuasaan gubernur yang lebih 
sempit dibandingkan kekuasaan mu’a>win tafwid}.16 
Pada prinsipnya, hukum Islam khususnya fiqh memiliki watak dinamis 
yang meletakkan titik berat perhatiannya kepada persoalan duniawi yang 
bergumul dengan kehidupan kebangsaan dewasa ini dan memecahkan 
persoalan hidup, dengan demikian hukum Islam dituntut untuk 
mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (fluid  situation), 
dan  tidak  hanya terikat pada gambaran dunia hayal yang  menurut  teori  
telah  tercipta di masa lampau. Sehingga, pemikiran Islam harus memiliki 
pendekatan multidimensional dalam segala aspek kehidupan.
17
  
Meski kenyataan sejarah era Rasulullah Saw. hingga khulafa>ur rasyidi>n 
tidak ditemukan adanya suksesi kepemimpinan di tingkat daerah melalui 
pemilihan langsung, hal ini tidak menjadi alasan untuk menyebut bahwa 
seorang gubernur atau kepala daerah tidak dapat dipilih secara langsung oleh 
rakyatnya. Abu Bakr al-‘As}am (w. 816 M), menyebutkan bahwa dalam 
sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa yang menjadi penguasa, 
maka harus ada shu>ra> (musyawarah), dan dalam proses itu setiap orang harus 
memberikan persetujuannya secara perorangan.
18
 Dalam sisi teknis, menurut 
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 Al-Mawardi, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah, 52. 
17
 Abdurahman Wahid, Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan, dalam Jurnal 
Prisma, No.4, LP3ES, Agustus 1975, h. 56. 
18
 Khaled Abou El Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi, (Jakarta:  Ufuk Press, 2004), h. 20. 

































al-Jabiri, prinsip-prinsip yang harus dipegang dan diamalkan sesuai 
perkembangan shu>ra> adalah:19 
1. Prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan 
beroposisi;  
2. Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap konsep 
kekebalan  hukum;  
3. Prinsip pergantian kekuasaan dan penentuan ketentuan kewenangan 
masing-masing;  
4. Menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama dalam 
jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh 
pada prinsip.  
Beberapa pemikir abad  pertengahan semisal al-Ba>qilani, Ibn Taymiyyah, 
dan Ibn Khaldun menyatakan bahwa shu>ra> melalui ahlu al-h}all wa al-‘aqd 
merupakan mekanisme wajib dalam pengangkatan pemimpin. Karena 
pemimpin hanya dapat diangkat melalui pemilihan langsung oleh rakyat (al-
ikhtiya>r).20 Pendapat ini dipertegas Mawardi, bahwa untuk melaksanakan 
musyawarah dalam memilih pemimpin diperlukan dua hal, Pertama, Ahl al-
Ikhtiya>r untuk sebutan mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi 
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 Abdurrahim,  Konsep  Shu>ra>’ Menurut  Pemikiran  Abd  Al-Jabiri, Makalah, Disampaikan Pada 
Diskusi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Shariah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Mei 2008, h. 6. 
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 Fathi Osman, Bay’ah al-Imam; Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara, dalam Mumtaz 
Ahmad (ed.),  Masalah-Masalah Teori Politik Islam, (Bandung:  Penerbit Mizan, 1993), h. 77-78. 





































Khaled Abou El Fadl memberikan argumen bahwa meskipun dalam 
sejarah umat Islam konsep shu>ra> tidak dijelaskan secara eksplisit, ia menjadi 
sangat urgen sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pemerintahan yang 
otoriter dan zalim. Hal ini selaras dengan penentangan hukum terhadap 
kezaliman (al-istibda>d) dan pemerintahan yang didasarkan pada hawa nafsu 
dan kesewenang-wenangan (al-hukm bil hawa> wa al-tasallut}).22 Suatu 
musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau konsensus yang 
lazim disebut sebagai ijma’. Prinsip musyawarah merupakan cara yang paling 
demokratis dalam memilih calon seorang pemimpin yang dapat mengurus dan 
mengatur rakyat dan negara yang dipimpinnya. Sebabnya dalam musyawarah 
itu terkandung nilai-nilai luhur seperti:  
1. Partisipasi anggota dalam menyampaikan ide-idenya terhadap suatu 
persoalan yang dihadapi.   
2. Di dalam musyawarah, pro dan kontra terhadap suatu masalah tetap 
ditampung dan diuji melalui berbagai argumentasi.  
3. Di dalam musyawarah dimungkinkan pengambilan keputusan ditampung 
dan di uji melalui berbagai argumen.  
4. Di dalam musyawarah dimungkinkan pula eliminasi oposisi yang bersifat 
negatif, karena keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama.
23
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 Sjadzali, Islam., h. 63. 
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 El Fadl, Islam., h. 27. 
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 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), h.100. 

































Perkembangan implementasi shu>ra> sejak Nabi hingga era dinasti Islam 
memang tidak memiliki pola yang baku. Demikian pula dalam konteks 
pelembagaan shu>ra> yang memiliki format beragam. Prinsip shu>ra> masuk 
dalam bentuk kelembagaan yang konkrit terjadi pada kurun abad kesembilan 
Masehi. Dimasa itu shu>ra> menjadi sebuah forum formal untuk meminta 
pendapat para ahli shu>ra> (orang-orang yang diminta mengemukakan 
pendapat), yang menurut literatur hukum kelompok yang juga membentuk 
ahl al-h}all wa al-‘aqd (orang-orang yang memilih penguasa). Banyak pemikir 
dan cendekiawan muslim kemudian menganggap bahwa ahl al-h}all wa al-‘aqd 
dalam pengertian ini adalah sama atau setidaknya dapat diidentikkan dengan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagaimana ada di Indonesia.  
Meskipun begitu, pelembagaan majlis shu>ra> atau pembatasan makna dan 
esensi dari apa yang disebut dengan ahl al-h}all wa al-‘aqd bukanlah hal yang 
bisa diterima begitu saja. Kenyataan bahwa suksesi kepemimpinan adalah 
persoalan ijtihadi dan bukan qat}’i> harusnya membuka peluang untuk terus 
melakukan eksplorasi penafsiran dan implementasi atas nilai-nilai yang telah 
digariskan baik dalam nas} atau fakta sejarah era awal Islam. Abdullah Al-
Damiji> menjelaskan, ahl al-h}all wa al-‘aqd dirumuskan semata-mata karena 
melihat kondisi masyarakat yang heterogen dan plural. Masyarakat dianggap 

































belum cukup mengerti tentang persoalan politik sehingga perlu diwakilkan 
kepada kelompok elit yang dianggap memiliki kapabilitas untuk itu.
24
  
Dalam masyarakat modern di mana kehidupan demokrasi telah 
berkembang demikian pesatnya beriringan dengan perkembangan segala 
aspek kehidupan termasuk teknologi dan informasi di dalamnya, hal ini 
menciptakan kenyataan bahwa masyarakat sekarang dianggap masyarakat 
yang telah memiliki kelas pengetahuan akan informasi yang hampir sama 
antara satu dengan lainnya. Dalam tatan politik dan suksesi kepemimpinan, 
fakta ini pada akhirnya memunculkan ketiadaan sekat antara elit dan rakyat 
biasa. Semua menjadi sama, sama-sama dapat mengakses berbagai informasi, 
pengetahuan dan hal lainnya yang sangat mungkin itu dibutuhkan untuk 
melakukan seleksi dan pemilahan terhadap sesiapa yang pantas mejadi 
pemimpin dari dirinya. Barangkali, inilah yang melatarbelakangi seorang 
pemikir Islam modern Rashi>d Rid}a> dalam Tafsir al-Manna>r-nya yang 
menyebut bahwa pemilihan langsung dengan model one person one vote 
adalah satu dari sekian prosedur dalam menjalankan konsep shu>ra> 
sebagaimana diperintahkan oleh Islam.  
Dalam hal pemilihan yang hanya diikuti dengan satu kandidat saja, 
sejarah mencatat bahwa meski secara langsung hal ini belum ditemukan 
padanannya, proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama juga 
layak untuk dijadikan bahan acuan. Saat itu, Abu bakar memang bukan 
merupakan calon tunggal, ada dua calon lain yang diajukan, akan tetapi 
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 Abdullah ibn Sulayman Al-Damiji>, Imamah al-‘Udhma ‘Inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>’ah, 
Da>r T}aybah, h. 158.  

































keduanya mengundurkan diri sehingga tersisalah Abu Bakar sebagai seorang 
calon tunggal dan tanpa ada kompetitor. Sebagaimana dikatakan oleh 
Thomas W. Arnold
25
, bahwa Abu Bakar telah terpilih secara aklamasi. Hasil 
keputusan musyawarah diambil dengan suara bulat, artinya sebagaian besar 
para wakil dari kedua kelompok ans}ar dan muhajirin menerimanya secara 
formal dengan membaiat. Demikianlah bahwa meskipun secara langsung 
praktik suksesi kepemimpinan sekarang tidak bisa sama persis dengan apa 
yang terjadi di masa awal Islam, namun secara substansi dan esensi hal ini 
tidaklah mengingkari prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh para pemikir 
Islam jauh beberapa abad yang lalu.  
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 Thomas W. Arnold, The Calipate, London: Routledge, 1967, h. 20. 



































Berdasarkan pembahasan dan berbagai penelusuran teks yang kami 
lakukan, berikut ini beberapa kesimpulan dari pembahasan berkenaan dengan 
hal di atas:  
1. Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 yang memperbolehkan 
keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menjadi 
dasar konstitusional atas dilangsungkannya pemilihan kepala daerah 
meski hanya dengan satu pasang calon saja. Putusan ini sama sekali 
tidak menafikan demokrasi sebagai sebuah jalan yang kerap kali 
dipahami bahwa dalam demokrasi mengharuskan adanya kompetisi 
dan kontestasi. Demokrasi konstitusional sebagaimana dijalankan di 
Indonesia tidak mementingkan bentuk dan tampilan luar, melainkan 
esensi, prinsip dan nilai-nilai demokrasi itulah yang terpenting untuk 
dikedepankan. Dalam hal ini, mahkamah konstitusi melalui 
putusannya yang bernomor 100/PUU-XIII-2015 memberikan 
pemahaman bahwa nilai terpenting dari demokrasi adalah terjaminnya 
hak asasi manusia yang dalam beberapa pasal dalam undang-undang 
No. 8 tahun 2015 terancam untuk dilanggar. 

































2. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal 
tidaklah berbeda dan berlainan dengan prinsip-prinsip dalam konsep 
demokrasi dan shu>ra>. Hal ini bisa difahami bahwa konsep demokrasi 
dan shu>ra> tidaklah sebuah konsep yang memiliki bentuk dan tata cara 
yang tunggal dan terbatas. Baik demokrasi ataupun shu>ra>, keduanya 
merupakan konsep yang dinamis, lentur dan sangat fleksibel. Hal ini 
terbukti dengan beragamnya corak dan model pelaksanaan pergantian 
kepemimpinan di beberapa negara yang dari awal telah 
menomorsatukan demokrasi. Demikian juga dengan fakta sejarah pada 
ketatanegaraan Islam yang selalu mengalami silih berganti dalam hal 
pergantian pemimpin atau kepala negara.  
  
B. Saran 
1. Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 tentang kebolehan calon tunggal 
mengindikasikan bahwa demokrasi multipartai yang dijalankan di 
Indonesia belumlah maksimal. Untuk itu, proses evaluasi atas kinerja 
partai dan perangkat-perangkat demokrasi lainnya sangatlah diperlukan. 
2. Konsepsi Islam bernama shu>ra>h yang meskipun tidak pernah menyebut 
bentuk dan model secara detail, kiranya layak untuk terus disuarakan. 
Terlebih dengan maraknya gerakan-gerakan yang semakin membatasi 
makna Islam. Harapannya, dengan pemahaman bahwa adalah ijtihadi, 
maka tidak mestinya hal ini diperdebatkan terlalu berlebihan. Ingat 

































bahwa setiap ijtihad adalah hasil olah karya manusia, dan setiap manusia 
satu dengan lainnya tentu akan sangat berbeda. 
3. Peristiwa dan fakta sejarah periode awal Islam yang silih berganti dalam 
memformalisasikan dan mempraktikkan shu>ra>  hendaknya menjadi 
perhatian untuk dijadikan sebuah penelitian yang lebih mendalam. Hal ini 
penting, karena bagaimanapun juga semua hal yang dipraktikkan di 
masa-masa awal Islam akanlah sangat berguna dalam mengungkap 
sekaligus membuka substansi dari itu semua. Setidaknya hal ini akan 
dapat memberikan pemahaman yang lebih detail tentang shu>ra> 
berdasarkan kronologi sejarah, langsung dari mereka yang merupakan 
saksi kunci atas sebab dan turunnya wahyu. 
































‘Awwa> (al), Muhammad Sa>lim. Fi> al Niz}a>m al Siya>si> li al-Dawlah al-
Isla>miyyah. Kairo: Da>r al Syuru>q, 1989.  
‘Ima>rah, Muh }ammad. Al-Isla>m Wa al-Siya>sah. Mesir: Da>r al-Tawzi>’ Wa al 
Nashr al-Isla>miyyah, 1993. 
Ans}a>ri> (al), Abd al Hami>d Isma>il. Al-Shu>ra> Wa Atharuha> Fi al- 
Dimuqra>t}iyyah. Kairo, al-Salafiyyah, 1980. 
Ansary, Tamim. Destiny Disrupted: A History of The World through 
Islamic Eyes. (Terj.). Cet. II, Jakarta: Zaman, 2010. 
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 
Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006.  
Arnold, Thomas W. The Calipate. London: Routledge, 1967. 
Askin, Zainal dan Amiruddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Rajawali 
Press, 2012. 
Assidiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cet ke-2, 
Jakarta: Konstitusi Press, 2006. 
Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, 
Modernisme Hingga post Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1996. 
Bellah, Robert N. Islamic Tradition and The Problems of Modernization. 
dalam Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist 
World. Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 
1991.  
Binder, Leonard. Islamic Liberalism, A Critique of Development 
Ideolegies. Chicago and London: University of Chicago Press, 1988. 
Bu>t}i> (al),  Muhammad Sa’i>d Ramadha>n. Fîqh al Si>rah. Beirut: Da>r al Fikr, 
1991. 
Croissant, Aurel dan Frederich Ebert Stiftung. Politik Pemilu di Asia 
Tenggara dan Di Asia Timur. Jakarta: Pensil,2003. 
































Dahlan, Abdul Aziz dkk. Ensiklopedi Hukum Islam. jilid 5, Jakarta:  Ichtiar  
Baru Van Hoeve, 1996. 
Damiji> (al), Abdullah ibn Sulayman. Imamah al-‘Udhma ‘Inda Ahl al-
Sunnah Wa al-Jama>’ah. Da>r T}aybah, tt..  
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Jilid.1, Jakarta, 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. 
Hasan, M. Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Gia 
Indonesia, 2002. 
Huwaidi>, Fahmi>. Al Qur’an wa al Sult}a>n, Humu>m Isla>miyyah Mu’a>s}irah. 
Kairo: Da>r al Syuru>q, 1991. 
Jabba>r (al), Abd. al-Mughni> Fi Abwa>b al-Tawh}i>d Wa al-’Adl. Kairo: Da>r 
al-Mis}riyyah, 1965. 
Jindan, Kha>lid Ibra>him. Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah 
tentang Pemerintahan Islam. terj: Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 
1999. 
Khalaf, Abdul Wahab. Ilm Us}u>l al-Fiqhi. cet-12, Da>r al-Qalam, 1978 
M/1398 H. 
Lagha>, ‘Ali> Muh}ammad. al-Shu>ra> Wa al-Dimuqra>t}iyyah: Bahth Muqa>rin Fi 
al-Usus Wa al-Munt}alaqa>t al-Naz}ariyyah. tt. 
Lewis, Bernard Lewis. The Return of Islam. dalam Michael Curtis (ed.), 
Religion and Politics in Middle East, Boulder: t.p., 1981. 
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang 
Percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1987. 
Ma>wardi> (al), Abi> al Hasan. Al Ahka>m al Sult}a>niyyah. Beirut: Da>r al Fikr, 
t.t.. 
Madjid, Nurcholis. Cendekiawan Dan Religiusitas Masyarakat, Kolom-
Kolom Di Tabloid Tekad.  cet.1, Jakarta: Pramadina, l999. 
_____
, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. cet. 1, Jakarta: Paramadina, 
1999. 

































, Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam 
Indonesia. cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1995. 
_____
, Islam Kemodernan Dan keIndonesiaan. cet. 8, Bandung: Mizan, 1995. 
_____
, Kaki Langit Peradaban Islam. cet.1, Jakarta: Paramadina, 1997. 
_____
, Masyarakat Religius. cet. 1, Jakarta: Paramadina,1997. 
Mahdi>, Fadhlulla>h. al-Shu>ra>, T}abi>’ah al-Ha>kimiyyah fi> al Isla>m. Beirut: 
Da>r al-Andalus, 1984. 
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014. 
Mawdudi (al), Abu al-A’la. al-Khilafah wa al-Mulk. Kairo: al-Mukhtar al-
Islami, 1989. 
Na’im (An), Abdullahi Ahmed. Islam Dan Negara Sekuler. (Terj.), cet. I, 
Bandung: Mizan, 2007.  
Prihatmoko, Joko J. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Semarang: 
Pustaka Pelajar, 2005. 
Ra>zi> (al), Fakhr al-Di>n. al-Tafsi>r al-Kabi>r Wa Mafa>ti>h} al-Ghayb. Juz. 5, 
Beirut: Da>r al-Fikr, 1994. 
Rahman, Fazlur. Islam, New York, Chicago. San Fransisco: Holt, Reinhart, 
Winston, 1996. 
Rahman, Fazlur. The Principle of Shura and the Role of Ummah dalam 
State, Politics and Islam. Indianapolish: American Trust Publication, 
1986. 
Rid}a>, Muhammad Rashi>d. Tafsi>r al-Manna>r. tt: al-Hay’a>t al-Mis}}riyyat al- 
‘A>mmat Li al Kita>b, 1990. 
Sjadzali, Munawwir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan 
Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1990. 
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia, 2007. 
Surbakti, Ramelan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo,1992. 
































Taymiyah, Ibn. Minha>j al-Sunnah al-Nabawiyyah Fi> Naqd Kala>m al-Shi>’`ah 
Wa al-Qadr. Jilid IV, Beirut: Da>r al-Kutub, tt. 
Tha>lib, Shu>fi Husein Abu. Tat}bi>q al Syari>’ah fi> al Bila>d al ‘Arabiyyah. 
Mesir: Da>r al Nahdhah al ‘Arabiyah, 1995. 
Zed, Mestika. Metodologi Penelitian Kepustakaan. Jakarta; Yayasan Obor 
Indonesia, 2004. 
Rowland, Paul. Pilkada Langsung dan Demokrasi: Pilihan-Pilihan Kreatif 
untuk Indonesia. Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang 
Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jakarta, 5 April 2005. 
Syahuri, Taufiqurrahman. Anatomi Putusan MKRI tentang pilkada. 
Makalah, Seminar putusan mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 32 
tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kerjasama Puslitka MK, Hans 
Seidel Foundation, dan PS-HTN-FH-UI, Jakarta, 28 Maret 2005. 
Putusan Mahkamah Konsitusi No. 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU 
Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. 
 
 
 
 
 
